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Skripsi ini  merupakan hasil penelitian yang bersifat “field 
research”(penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara 
langsung pada obyek penelitian untuk menjawab pertanyaan yang ada pada 
rumusan masalah, yaitu  bagaimana praktik jual beli bibit ikan tawes dengan 
sistem takaran jedulan di Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten 
Lamongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit ikan 
tawes dengan sistem takaran jedulan di Desa Plosobuden Kecamatan Deket 
Kabupaten Lamongan.   
Data Penelitian dihimpun melalui Teknik Pengumpulan Data dengan 
menggunakan metode wawancara dan metode observasi, serta Dokumentasi. 
Selanjutnya dianalisis dengan tehnik deskriptif analitis dengan pola pikir Induktif 
dan deduktif.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli bibit ikan tawes 
dengan sistem takaran jedulan di Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten 
Lamongan, melibatkan penjual dan Pembeli yang sudah dewasa, terbiasa serta 
memahami jual beli bibit ikan tawes. baik dari segi harga, ukuran ikan maupun 
system penghitungannya. Mereka terlibat langsung dalam proses jual beli bibit 
ikan tawes dengan sistem takaran jedulan. dimana penjual sebagai penakar selalu 
memberikan hak kepada pembeli untuk memilih salah satu takaran yang nantinya 
dijadikan sampel pedoman untuk menghitung jumlah bibit ikan tawes yang ada, 
semuanya dilakukan dengan transparan. Sedangkan menurut tinjauan hukum 
Islam, terhadap jual beli bibit ikan tawes dengan sistem takaran jedulan di Desa 
Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan,  sudah memenuhi syarat 
rukun jual beli dalam Islam, baik dilihat dari subyek, yang terlibat, obyek, ijab 
kabul maupun pembayarannya. Begitu juga dengan sistem takaran Jedulan yang 
digunakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik menurut Al Qur‟an, 
hadits dan pendapat ulama‟. Karena penggunaan sistem takaran jedulan telah 
disepakati oleh penjual dan pembeli  agar bibit ikan tawes yang ukurannya sangat 
kecil dan jumlahnya sangat besar tidak rusak. Dalam prosesnya dilakukan dengan 
jujur dan transparan tidak ada unsur penipuan. Begitu juga jika terjadi kekurangan 
atau kelebihan jumlah bibit ikan tawes yang dihitungnya, penjual dan pembeli rela 
dan ikhlas karena itulah kemampuan maksimal yang dilakukannya.   
Selanjutnya bagi para penjual dan pembeli bibit ikan tawes, tidak perlu 
khawatir tentang kepastian hukum jual beli dengan sistem takaran Jedulan, jika 
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A. Latar Belakang Masalah 
Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di 
dalam Al-Qur‟an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam as-sunnah yang 
suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena memang manusia memang sangat 
membutuhkan keterangan tentang masalah muamalah dari dua sumber 
tersebut, dan juga manusia memang membutuhkan makanan untuk 
memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, 
kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan 
kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.
1 
 
Para ulama telah bersepakat bahwa perdagangan adalah suatu kegiatan 
perekonomian yang dihalalkan (diperbolehkan) oleh syari„at Islam. Hal ini 
didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al- Baqarah ayat 275:
2
 
َْكَماْيَػُقوـُْالَِّذي ْْالَِّذيَنْيَْأُكُلوَفْالرِّبَاْاَلْيَػُقوُموَفِْإالَّ ِلَكْبِأَنػَُّهْمْْۚ  يَػَتَخبَّطُُوْالشَّْيطَاُفِْمَنْاْلَمسِّ ذََٰ
ْ ْاْلبَػْيُعِْمْثُلْالرِّبَا َا ِْإَّنَّ ْْۚ  قَاُلوا ْالرِّبَا ْاْلبَػْيَعَْكَحرَّـَ ْاللَُّو ْْۚ  َكَأَحلَّ ْفَانْػتَػَهىَٰ ِْمْنَْربِِّو َْمْوِعظٌَة َفَمْنَْجاَءُه
 ُىْمِْفيَهاَْخاِلُدكفَْْۚ  َمْنَْعاَدْفَُأكلََِٰئَكَْأْصَحاُبْالنَّاِرْكَْْۚ  فَػَلُوَْماَْسَلَفَْكأَْمرُُهِْإََلْاللَِّوْ
 
“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah 
                                                          
1
 Saleh al- Fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqhi, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Fiqih Sehari- hari, 
(Depok: Gema Insani, 2006), 364 
2
 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005),47. 
 
 



































sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya.” 
 
Demikian juga firman-Nya dalam surat an-Nisa‟ ayat 29:
3 
َْأْفَْتُكوَفِِْتَارًَةَْعْنْتَػرَاضٍْ َنُكْمْبِاْلَباِطِلِْإالَّ ْيَاْأَيػَُّهاْالَِّذيَنْآَمُنواْاَلْتَْأُكُلواْأَْمَواَلُكْمْبَػيػْ
َْكاَفِْبُكمْْْۚ  َكاَلْتَػْقتُػُلواْأَنْػُفَسُكْمْْۚ  ِمْنُكْمْ  َرِحيًما ِإفَّْاللََّو
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” 
Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berinteraksi antar 
sesama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. 
Melalui kegiatan ekonomi, manusia dapat menopang kelangsungan hidupnya 




Kegiatan manusia dalam bidang ekonomi bermacam-macam jenisnya 
 yaitu mulai dari jual beli, sewa menyewa, barter, kerjasama dalamا
permodalan, gadai, dan  seterusnya.     Hal ini menuntut manusia untuk selalu 
selalu bersikap kreatif dalam segala aspek kehidupan terutama dalam bidang 
ibadah dan muamalah dengan tidak melanggar ketentuan syariat Islam. 
Karena dengan sikap yang demikian maka manusia akan saling hidup rukun, 
damai dan sejahtera karena tidak merugikan kepentingan orang lain. 
                                                          
3
 Ibid., 83 
4
 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an: Tafsir Maudlu„i atas berbagai Persoalan Umat, 
(Bandung: Mizan, 2000), 402.
 
 



































Dalam aspek muamalah, Allah dan Rasul-Nya telah memberikan 
ketentuan dan aturan-aturan dalam bidang muamalah sehingga umat manusia 
dapat memahami perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, dibolehkan dan 
dilarang, dengan begitu manusia tidak terperosok kedalam lubang kesesatan. 
Ketika manusia mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh agama 
Islam maka manusia akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. 
 
Secara kodrati manusia tidak bisa hidup sendiri, tapi perlu adanya 
interaksi dengan makhluk lain guna memenuhi hajat hidup dan kehidupanya. 
Hal ini lazim dikenal dengan istilah “manusia sebagai makhluk yang hidup 
berkelompok”, artinya kehidupan manusia merupakan himpunan atau 
kesatuan manusia yang hidup bersama dan menimbulkan hubungan timbal 
balik.
5
 saling tolong-menolong dalam hal kebajikan dan bukan dalam halمثلم
berbuat dosa dan pelanggaran, maka hal tersebut sangat dianjurkan oleh 
Allah.  
Sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur‟an Surat Al-Maidah: 2
 
َْكاْلُعْدَكاِفْ ْثِْ           ِإفَّْاللََّوَْشِديُدْاْلِعَقابِْْۚ  َكاتػَُّقواْاللََّوْْۚ  َكاَلْتَػَعاَكنُواَْعَلىْاْْلِ
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 





Islam memberikan kemudahan dalam kehidupan, sebagaimana dalam 
Al-Qur‟an dan dalam Al-Qawa‟idul Fiqhiyyah dibawah ini: 
                                                          
5
 Soerjono Soekanto dan Soleman b. Tanek, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: CV. Rajawali, 
1986), 2. 
6
 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya…, 106. 
 



































ُْكْسَعَهاْْۚ  َكاْلِميزَاَفْبِاْلِقْسِطَْكأَْكُفواْاْلَكْيَلْ َْكاَفَْذاْْۚ  اَلْنَُكلُِّفْنَػْفًساِْإالَّ َكِإَذاْقُػْلُتْمْفَاْعِدُلواَْكَلْو
ْ ِلُكْمَْكصَّاُكْمْبِِوَْلَعلَُّكْمَْتذَكَُّركفَْْۚ  َكبَِعْهِدْاللَِّوْأَْكُفواْْۚ  قُػْرََبَٰ  ذََٰ
“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 
memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan 
apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia 
adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu 
diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Al-An‟am: 152).
7 
 
Dalam Al-Qawa‟idul Fiqhiyyah: 
 ۚ  اَْلَمَشقَّةَِْتِْلُبْالتػَّْيِسری
 




ْ ـَ ُْقدِّ َْكَمْصَلَحٌة َْمْفَسَدٌة ْتَػَعاَرَضْت ْفَِإَذا ْاْلَمَصاِلِح، َْجْلِب ِْمْن ْأَْكََل ْاْلَمَفاِسِد ْاْلَمْفَسَدِةَْدْرُء َدْفُع
 َغالًِبا
“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan 




Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan 
manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai 
aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli 
harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai 
khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan 
wadah untuk memproduksi kafilah-kafilah yang tangguh di muka bumi. 
Abdurrahman bin „Auf adalah salah satu contoh sahabat Nabi yang lahir 
                                                          
7
 Ibid., 149. 
8
 Rahmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 273. 
9
Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 39. 
 



































sebagai seorang mukmin yang tangguh berkat hasil pendidikan di pasar. 
Beliau menjadi salah satu orang kaya yang amanah dan juga memiliki 
kepribadian ihsan. 
Allah menjadikan bumi itu sebagai tempat untuk bertahan hidup, 
tempat untuk mencari rezki, dan Allah menjadikan bumi sebagai tempat 
tinggal manusia yang di bumi itu Allah telah memudahkan dalam kehidupan. 
Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mulk : 15, yaitu : 
ْْيِوْالنُُّشورَُْكِإلَْْۚ  ُىَوْالَِّذيَْجَعَلَْلُكُمْاْْلَْرَضَْذُلواًلْفَاْمُشواِْفَْمَناِكِبَهاْكَُكُلواِْمْنْرِْزِقِوْ
 
Artinya: ”Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah 
di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya, dan hanya 
kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.10
 
 
Dari pendapat para ulama terhadap al-Qur‟an dan as-Sunnah 
ditentukan     beberapa keistimewaan    ajaran   muamalah di dalam kedua 
sumber Hukum Islam, diantaranya:
11 
 
1. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan 
kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan 
mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia 
itu sendiri. Dari prinsip pertama ini terlihat perbedaan persoalan 
muamalah dengan persoalan akidah, akhlak, dan ibadah. 
 
2. Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai 
ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil 
yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu 
                                                          
10
 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 563 
11
 Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 9. 
 
 



































dibolehkan. Inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah 
kepada umat manusia. 
Masalah jual beli atau tukar menukar barang dengan cara tertentu 
atau akad memang diperbolehkan dalam Islam, namun pada dasarnya dalam 
jual beli harus tidak adanya unsur memaksa, di samping itu juga perlu di 
perhatikan adanya    syarat    dan  rukun  bagi  penjual  dan  pembeli   selaku   
orang   yang melakukan   perbuatan   hukum, yang    tak   kalah   pentingnya  
adalah  bentuk transaksi dan keadaan-keadaan tertentu yang mempengaruhi 
sahnya jual beli. Maka timbul bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam 
Islam diantaranya adalah jual   beli  garar    atau    tidak jelas, jual beli yang 
menimbulkan unsur penipuan dan seterusnya. 
 Sehingga jika melihat bentuk-bentuk jual beli yang dilarang tersebut 
diharapkan umat Islam harus berhati-hati dalam mempraktikkan jual beli 
agar terhindar dari dosa yang menyebabkan manusia tidak mendapatkan 
rahmat dari Allah. 
 
Telah banyak dilakukan penelitian tentang jual beli bibit ikan dengan 
sistem takaran, dimana sistem ini digunakan untuk menentukan jumlah bibit 
ikan, dengan mengacu pada jumlah ikan pada takaran pertama sebagai 
standar. Sedangkan takaran selanjutnya hanya sebagai penghitung banyaknya 
takaran saja. Sedangkan harganya ditentukan per ekor dari jumlah yang ada 
pada takaran pertama dikalikan dengan jumlah takaran yang telah dilakukan. 
Misalnya ; “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit Ikan Lele 
(studi di Desa Margotuhu Kecamatan  Margoyoso Kabupaten  Pati), oleh 
 



































Miftahul Jannah pada tahun  2009”. Penelitiannya  menemukan bahwa 
pelaksanaan jual beli bibit Ikan Lele tersebut menggunakan sistem takaran 
dalam perhitungannya dan menjadikan takaran awal menjadi acuan untuk 
takaran selanjutnya. Kemudian setelah perhitungan bibit Ikan Lele selesai, 
biasanya penjual menambahkan satu takaran lagi karena dikhawatirkan 
hitungan yang tidak sesuai. Miftahul Jannah menyimpulkan dalam tinjauan 
hukum Islamnya bahwa jual beli dalam praktik tersebut dilarang dalam 
Islam. Alasannya, karena takaran selanjutnya yang dilakukan tanpa 
perhitungan itu merupakan bentuk jual beli garar (tidak jelas), walaupun 
penjual menambahkan satu takaran lagi agar hitungannya dianggap sesuai. 
Namun menurutnya “masih adanya unsur ketidakpastian dalam hitungan 
takaran tersebut dan hal itu harus segera dihindarkan karena berdasarkan adat 




Juga hasil penelitian tentang praktik jual beli bibit Ikan Lele dengan 
sistem hitungan dan Takaran di Desa  Tulungrejo Kecamatan  Sumberrejo 
Kabupaten  Bojonegoro. Namun hasil penelitiannya menghasilkan 
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Selain sistem jual beli bibit ikan dengan sistem takaran tersebut,  
ternyata masih banyak sistem jual beli bibit ikan dengan sistem yang 
bervariasi, seperti yang terjadi jual beli bibit ikan Tawes dengan sistem 
Takaran Jedulan di Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten 
Lamongan. 
Sistem Takaran Jedulan yaitu sistem dengan maksud untuk 
mengetahui jumlah ikan dengan cara membaginya ke dalam beberapa bagian 
dengan menggunakan takaran, salah satu bagian dihitung jumlahnya dan 
dikalikan dengan jumlah bagian yang ada. Artinya Takaran terakhir yang 
dipilih pembeli itulah yang dikalikan dengan berapa bagian yang ada. 
Sehingga diketahui jumlah berapa ekor ikan tawes yang ada. 
Dalam kasus jual beli ikan Tawes di desa Plosobuden tersebut, 
terlihat  tidak adanya kejelasan jumlah hitungan hanya kejelasan takaran. 
Apa benar jual beli ini termasuk garar ? Apa benar Islam melarangnya ? dan 
seterusnya, Maka penulis berkeinginan membahasnya dalam skripsi ini. 
 
Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk  mengkaji 
bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan 
Tawes dengan Sistem Takaran Jedulan di Desa Plosobuden Kecamatan 
Deket  Kabupaten Lamongan.  
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
 
1. Identifikasi Masalah 
 
Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan 
bahwa masalah yang akan dikaji dan ditelaah adalah: 
 




































a. Konsep jual beli menurut hukum Islam.  
b. Konsep Takaran Jedulan dalam hukum Islam. 
c. Gambaran umum Desa Plosobuden Kecamatan Deket  Kabupaten 
Lamongan.  
d. Praktik jual beli bibit Ikan tawes dengan sistem takaran Jedulan di 
Desa Plosobuden Kecamatan Deket  Kabupaten Lamongan.  
e. Faktor terjadinya jual beli bibit ikan Tawes dengan sistem takaran 
Jedulan di Desa  Plosobuden  Kecamatan  Deket Kabupaten  
Lamongan. 
f. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit ikan Tawes 
dengan sistem takaran Jedulan di Desa  Plosobuden  Kecamatan  
Deket  Kabupaten  Lamongan 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas,maka penulis akan 
membatasi masalah dalam pembahasan tersebut, yang meliputi: 
 
a. Praktik  jual beli bibit ikan Tawes dengan sistem takaran Jedulan di 
Desa   Plosobuden  Kecamatan  Deket Kabupaten  Lamongan. 
b. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit ikan Tawes dengan 
sistem takaran Jedulan di Desa  Plosobuden  Kecamatan  Deket 
Kabupaten  Lamongan. 
C. Rumusan Masalah 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi : 
 
 



































1. Bagaimana Praktik  jual beli bibit ikan Tawes dengan sistem takaran 
Jedulan di Desa  Plosobuden  Kecamatan  Deket Kabupaten  Lamongan ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap  jual beli bibit ikan Tawes 
dengan sistem takaran Jedulan di Desa  Plosobuden  Kecamatan  Deket 
Kabupaten Lamongan  ?  
D. Kajian Pustaka 
 
Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan 
masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil 
temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.
14 
 
Ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang 
jual beli bibit Ikan dengan system takaran, dalam penelitian sebelumnya 
ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan judul yang akan saya 
bahas yaitu: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Tawes 
dengan Sistem Takaran Jedulan di Desa Plosobuden Kecamatan Deket  
Kabupaten Lamongan”. Judul-judul tersebut Yaitu: Tinjauan hukum Islam 
terhadap jual beli bibit Ikan Lele (studi di Desa Margotuhu Kecamatan  
Margoyoso Kabupaten Pati), oleh Miftahul Jannah pada tahun 2009. 
Kesimpulannya bahwa Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli 
bibit Ikan Lele di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati 
tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ditinjau dari pelaksanaan jual beli 
bibit Ikan Lele yang menggunakan sistem takaran dalam perhitungannya dan 
menjadikan takaran awal menjadi acuan untuk takaran selanjutnya. 
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Kemudian setelah perhitungan bibit Ikan Lele selesai biasanya penjual 
menambahkan satu takaran lagi karena dikhawatirkan hitungan yang tidak 
sesuai namun masih adanya unsur ketidakpastian dalam hitungan takaran 
tersebut dan hal itu harus segera dihindarkan karena berdasarkan adat („urf) 
yang dilakukan termasuk „urf fasid dan itu dilarang oleh hukum Islam.
15
 
Kesimpulannya bahwa praktik jual beli bibit Ikan Lele dengan sistem 
takaran dalam perhitungannya dan menjadikan takaran awal menjadi acuan 
untuk takaran selanjutnya dan hukumnya menurut skripsi di atas adalah 
haram. 
 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan 




Jual beli sistem Takaran ini diperbolehkan karena sudah menjadi 
kebiasaan yang baik, tidak ada pemaksaan penipuan dilakukan secara adil 
dan ikhlas. 
Berbeda dengan penelitian di atas, apabila dilihat dari obyek 
penulisan skripsi kali ini, maka permasalahan yang muncul juga akan 
berbeda, di mana kajian pustaka di atas sebagai bahan pelengkap dalam 
skripsi kali ini. 
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E. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai 
oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui Praktik  jual beli bibit ikan Tawes dengan sistem 
takaran Jedulan di Desa  Plosobuden  Kecamatan  Deket Kabupaten  
Lamongan 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit ikan 
Tawes dengan sistem takaran Jedulan di Desa Plosobuden  Kecamatan 
Deket Kabupaten Lamongan 
F. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Dari Segi Teoretis 
 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan 
ilmu syariah, khususnya jurusan muamalah untuk menjadi tambahan 
wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang 
berhubungan dengan praktik jual beli bibit ikan Tawes 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran 
terhadap khazanah literatur pada program studi Muamalah di UIN 
Sunan Ampel dan tempat lain. Selain itu juga dapat dijadikan 
sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki 
kesamaan obyek penelitian namun dengan setting yang berbeda. 
2. Dari Segi Praktis 
 



































a. Memberikan solusi bagi para pelaku praktik jual beli bibit Ikan 
Tawes dengan sistem Takaran Jedulanagar tidak perlu takut 
melakukan jual beli dengan cara tersebut, karena agama Islam itu 
tidak mempersulit, tapi malah mempermudah demi tercapainya 
kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. 
b. Untuk memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak yang terlibat 
langsung dalam praktik jual beli bibit Ikan Tawes, agar senantiasa 
tetap berpegang teguh pada aturan jual beli yang berlaku di dalam 
hukum Islam. 
G.  Definisi Operasional 
Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang 
bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan 
acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui 
penelitian.
17 
Maka penelitian ini diberi definisi operasional sebagai berikut :
 
1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan 
tentang jual beli berdasarkan al-Qur‟an, Hadis, dan menurut beberapa 
madzhab serta pandangan Majlis Ulama Indonesia.
18
 
2. Bibit Ikan Tawes adalah benih ikan Tawes atau Ikan Bader yang masih 
kecil sebesar gabah padi atau sebesar daun asam dan masih memerlukan 
pemeliharaan sampai menjadi dewasa dan akan dipanen dan diperjual 
belikan setelah benih tersebut menjadi dewasa. 
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3. Takaran Jedulan adalah takaran yang digunakan untuk membagi jumlah 
ikan ke dalam kelompok dan bagian yang ditentukan dengan 
menggunakan alat Kimo. Ada 3 kelompok.  Kelompok pertama, terdiri 
dari 5 bagian kecil. Kelompok kedua, terdiri dari 5 bagian kecil. 
Kelompok ketiga, terdiri dari 4 bagian kecil. Setiap selesai menakar 
dalam setiap kelompok, pembeli diberi hak untuk memilih bagian yang 
dipilih untuk kemudian dibagi lagi untuk kelompok berikutnya  sampai 
kelompok   ke tiga.  Cara   penghitungannya  berdasarakan   jumlah   
hitungan bagian kecil yang dipilih pembeli dalam kelompok ketiga. 
Berarti takaran jedulan itu berdasarkan hitungan dari takaran terakhir. 
4. Jual beli bibit Ikan tawes dengan sistem takaran Jedulan 
Yaitu Jual beli bibit Ikan tawes  dengan menggunakan sistem 
takaran Jedulan sebagai cara untuk menentukan jumlah bibit ikan tawes. 
Dalam sistem takaran jedulan untuk menentukan banyak jumlah ikan 
tawes berdasarkan jumlah bagaian terakhir, yang kemudian dikalikan 4 
(bagian dari kelompok ke tiga),  hasilnya dikalikan 5  ( bagian  dari 
kelompok ke dua), hasilnya kemudian dikalikan 5 (bagian dari kelompok 
pertama),dan pembeli diberi kebebasan memilih.  
Sistem ini dipraktekkan dalam jual beli ikan tawes dalam jumlah 
yang sangat banyak bukan per ekor, tapi berdasarkan per- Rean atau per 
100 rajut  ( 1 rajut sama dengan 50 ekor), jadi 1 Rean sebanyak 5000 
ekor. Jual beli ini biasanya dilakukan antara petani benih ikan dan para 
tengkulak/juragan dengan jumlah pembelian diatas 50 rean dengan 
 



































ukuran ikan sebesar Gabah padi, atau sebesar daun asam, dan pembelian 
tidak ditentukan beli berapa rean, tetapi seadanya dibeli, dari hasil 
tambak petani tersebut. 
5. Sehingga yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual 
beli bibit ikan Tawes dengan sistem takaran Jedulan di Desa  Plosobuden  
Kecamatan  Deket Kabupaten  Lamongan  adalah Tinjauan terhadap 
suatu akad jual beli yang dilakukan seseorang dalam memperjual belikan 
bibit ikan Tawes dengan sistem takaran Jedulan berdasarkan Hukum 
Islam. 
H.   Metode Penelitian 
Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit 
Ikan Tawes dengan Sistem Takaran Jedulan di Desa Plosobuden Kecamatan 
Deket Kabupaten Lamongan” merupakan penelitian yang bersifat “field 
research” (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan 
secara langsung pada obyek penelitian.
19
 
Sedangkan penelitian ini tanpa menggunakan perhitungan angka-
angka melainkan mempergunakan sumber-sumber informasi yang relevan 
untuk melengkapi data yang penyusun inginkan. Sehingga penelitian ini 
masih ada kelemahan dalam metode penelitiannya. 
Tahap-tahap dalam metode penelitian ini adalah: 
 
1. Data yang diperlukan 
 
a. Lokasi Penelitian 
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Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Desa  Plosobuden  
Kecamatan  Deket Kabupaten  Lamongan. 
b. Obyek penelitian 
 
Obyek penelitian ini adalah jual beli bibit ikan Tawes dengan 
sistem takaran Jedulan pada pihak-pihak yang mempunyai kolam 
budidaya bibit ikan Tawes  dan  yang  melaksanakan  jual  beli bibit  
ikan Tawes   dengan sistem takaran Jedulan.  
c. Data yang di kumpulkan 
 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah meliputi: 
1) Data tentang praktik jual beli bibit Ikan Tawes dengan sistem  
Takaran Jedulan  di Desa  Plosobuden  Kecamatan Deket 
Kabupaten Lamongan. 
2) Data dasar-dasar para pihak yang memperjual belikan Bibit 
Ikan Tawes di Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten 
Lamongan. dengan sistem takaran Jedulan 
2. Sumber Data 
 
Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari 
responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam 
bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian 
tersebut.
20
 Ada dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data 
skunder :  
a. Data primer berasal dari: 
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 Joko Subagyo, Metode Penelitian, (Dalam Teori Praktik), (Jakarta: Rineka cipta, 2006), 87. 
 



































Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
penjual dan pembeli bibit Ikan Tawes, baik dilakukan melalui 
wawacara, obsevasi, atau alat lainnya. Data di peroleh dari Desa 
Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan  
b. Data skunder berasal dari: 
Data skunder yaitu data yang di peroleh dari atau berasal dari 
kepustakaan.
21
 atau yang    berhubungan   secara   tidak   langsung 
dengan      Gambaran      Umum     Desa Plosobuden  Kecamatan 
Deket Lamongan. 
3. Populasi dan Sampel penelitian 
Populasi adalah keseluruhan subyek dan obyek penelitian, dalam 
hal ini adalah seluruh warga Plosobuden Deket Lamongan yang terlibat 
dalam jual beli bibit ikan Tawes.  Sedangkan Sampel Penelitian adalah 
sebagaian dari populasi yang dianggap representative untuk memberikan 
informasi tentang hal yang diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan 
sampel penelitian adalah 10 orang petani tambak dan 4 Orang pembeli ( 
Juragan) bibit ikan tawes 
4. Teknik Pengumpulan Data 
 
a. Menggunakan metode observasi langsung, yaitu cara pengambilan 
data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar 
lain untuk keperluan tersebut.
22
 Data yang diambil merupakan salah 
satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat 
secara sistematis akan fenomena yang terjadi. Pengamatan dan 
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pencatatan ini dikhususkan pada masalah yang berhubungan dengan 
proses jual beli bibit Ikan Tawes di Desa  Plosobuden Kecamatan  
Deket Kabupaten  Lamongan. 
b. Menggunakan metode interview atau wawancara adalah proses 
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 
jawab,sambil bertatap muka antara si penanya atau wawancara 
dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 
dinamakan interview guide (panduan wawancara).
23
  
Metode ini ditujukan kepada pihak-pihak yang ikut serta 
dalam praktik jual beli bibit Ikan Tawes yaitu para petani tambak 
yang membudidayakan bibit ikan Tawes dan para tengkulak, 
juragan , atau pembeli di Desa  Plosobuden Kecamatan  Deket 
Kabupaten  Lamongan. 
c. Dokumentasi 
 
Teknik pengumpulan  data  dengan  dokumentasi  ialah  
pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.
24
        
Dokumentasi ini berupa catatan catatan, atau dokumen bukti fisik 
adanya praktek jual beli ikan tawes dengan takaran jedulan dan 
dokumen yang berisi tentang    gambaran umum   Desa Plosobuden 
Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. 
5. Tehnik Pengolahan data 
Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil 
pengumpulan data lapangan sehingga siap dianilisis. Pengolahan data 
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merupakan sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang 
terkumpul. Dalam penelitian ini, ada langkah-langkah untuk mengolah 
data yang terkumpul sebagai berikut: 
a. Editing 
Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, 
terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta 
relevansinya dengan kelompok data yang lain. Untuk mengetahui 
apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat 
dipersiapkan untuk proses berikutnya.
25
  
Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali semua data yang 
diperoleh dari data lapangan baik data primer maupun data sekunder 
yang berkaitan dengan praktik jual beli bibit Ikan Tawes di Desa 
Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. 
b. Organiting (Classifying) 
Organiting yaitu mereduksi data yang ada dengan cara 
menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam 




Dalam tahap ini Penulis melakukan pengelompokan seluruh 
data-data penelitian, baik data yang diperoleh dari hasil observasi 
maupun data hasil wawancara (Interview) yang berkaitan praktik 
jual beli bibit Ikan Tawes di Desa Plosobuden Kecamatan Deket 
Kabupaten Lamongan agar lebih mudah dalam melakukan 
pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang 
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diperlukan, hal ini dilakukan karena para subyek penulisan tentunya 
sangat berbeda-beda dalam memberikan informasi. Oleh karena itu 
penulis mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dan 
selanjutnya memilih mana data yang akan dipakai. 
c. Analiting  
Penulis melakukan analisis data-data penelitian dengan 
tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih 
mudah untuk dipahami. Adapun analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan 
karena data yang terkumpul tidak berupa angka angka yang dapat 
dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan 
pedoman wawancara. 
6. Teknik Analisis Data 
 
Setelah data terkumpul, langkah  selanjutnya adalah  analisis  
terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan:  
a. Deskriptif Analisis 
Metode deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan 
untuk memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang 
selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur 
yang diperoleh sebelumnya.
27
 Dalam penelitian ini peneliti 
mendeskripsikan praktik jual beli bibit Ikan Tawes di Desa 
Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. kemudian 
menganalisis data yang telah diperoleh dari perspektif hukum Islam. 
b. Pola Pikir Deduktif dan Induktif 
                                                          
27
 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung, Alfabeta, 2010), 147 
 




































Pola pikir yang dipakai dalam hal ini menggunakan pola 
pikir deduktif dan  induktif,
28
  pola    pikir   deduktif   ini   dipakai 
untuk  mencari dasar-dasar ketentuan nash syar„i dan hasil ijtihad 
ulama‟ sebelumnya untuk diterapkan pada kasus-kasus hukum yang 
ditemui di Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten 
Lamongan. Sedangkan pola pikir induktif dipakai untuk 
memaparkan ketentuan-ketentuan   khusus    pada praktik jual   beli 
bibit Ikan Tawes dengan sistem Takaran Jedulan di Desa 
Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. 
I. Sistematika Pembahasan 
 
Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, 
penulis membagi menjadi lima bab, di mana antara bab satu dengan bab yang 
lainya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu 
kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Di bawah ini di uraikan tentang 
sistematika pembahasan dalam skripsi ini. 
 
Bab I, membahas tentang latar belakang permasalahan yang akan 
dikaji dan diteliti, kemudian di lanjutkan dengan pembatasan masalah, 
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,  kegunaan penelitian,    
definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
 Bab II, membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan     
dengan praktik jual  beli,  dalam hal  ini  mencakup   bahasan   tentang  
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 Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM,Filsafat Ilmu, (Yogyakarta: Liberty 
Yogyakarta, 2003), 115-116. 
 
 



































konsep   jual  beli  dalam Islam yang di antaranya mengenai pengertian jual 
beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan bentuk-bentuk 
jual beli. Selanjutnya adalah konsep Takaran dalam hukum Islam dalam jual 
beli bibit ikan. 
 
Bab III, membahas tentang obyek pembahasan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan praktik jual beli bibit Ikan Tawes dengan sistem Takaran Jedulan 
di Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, yang meliputi 
keadaan umum Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, 
yang terdiri dari keadaan geografis dan demografis, serta kehidupan sosial 
ekonomi, pendidikan dan keagamaan. Serta pelaksanaan jual beli bibit Ikan 
Tawes dengan menggunakan sistem Takaran Jedulan yang termasuk 
didalamnya subyek, obyek dan akad. 
Bab IV, merupakan analisis dan interpretasi data, yakni tinjauan 
hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit Ikan Tawes dengan sistem 
Takaran Jedulan di Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan 
yang bertujuan untuk memberikan penjelasan boleh atau tidaknya praktik jual 
beli bibit Ikan Tawes dengan sistem Takaran Jedulan dalam tinjauan hukum 
Islam. 
 
Bab V, sebagai penutup akan diuraikan tentang kesimpulan dari 
penelitian yang telah dilakukan. Selain itu akan dipaparkan tentang saran-
saran yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. 
 


































JUAL BELI DAN MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. Pengertian Jual Beli 
 
Jual beli sebagai bentuk pertukaran antara barang dan uang dapat 
juga antara barang dan barang (barter). Kata   ُْاَْلبَػْيع  berarti jual dalam 
bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata 
اءُْرَْشِّْلْاَْ  berarti beli. Jual beli berasal dari kata  ُْاَْلبَػْيع  merupakan bentuk  masdar 
ًعا    yang berarti menjual.1 بَاَعْْيَِبْيُعْْبَػيػْ
Adapun definisi lain jual beli yang dikutip dari Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, 
“jual beli berarti persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak 
yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar 




Jual beli menurut istilah yang disebutkan oleh Syaikh Qalyubi, 
sebagaimana dikutip oleh Azzam bahwa, 
“Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada 
kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu 




Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah bahwa, Jual beli 
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 Adib Bisri dan Munawir, Al Bisri Kamus Arab Indonesia – Indonesia Arab, ( Surabaya: 
Pustaka Progresif, 1999), 47 
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adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan 
keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian  lain, memindahkan 




Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Wardi Muslich 
menyatakan bahwa jual beli dalam arti khusus yaitu menukar benda dengan 
dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya,atau tukar-menukar barang 
dengan uang atau semacamnya dengan cara yang khusus.
5
 Sedangkan arti 
secara umum yaitu tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang 
khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. 
Menurut ulama Malikiyah, seperti halnya Hanafiyah sebagaimana 
dikutip oleh Wardi Muslich menyatakan bahwa jual beli mempunyai arti 
umum dan khusus.  Jual beli dalam arti umum yaitu sebagai akad 
mu‟awad}ah (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk 
menikmati kesenangan. Sedangkan dalam arti khusus berarti akad 
mu‟awad}ah (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk 
menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan 
emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang. Menurut ulama 
Syafi’iyah mendefinisikan jual beli ialah suatu akad yang mengandung 
tukar – menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan   diuraikan 
nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu 
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 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 4, Terj.Nor Hasanuddin,( Jakarta:PenaPundi 2009).65 
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Dikutip dalam buku Wardi Muslich “Fikih Muamalat”, menurut 
ulama Hanabilah mendefinisikan jual beli yaitu tukar menukar harta 
dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat 
yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.
7
  









Menurut Imam An-Nawawi, dikutip oleh Ali Hasan mendefinisikan 
jual beli adalah 
 ْاكًْْيْلَِْتَْْْاؿٍْبَِْْاؿٍْمَْْةُْلَْابػَْقَْمُْ
“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.”
9 
 
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli secara 
lugha>wi> merupakan suatu bentuk pertukaran. Sedangkan secara istilah 
merupakan proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada 
pembeli  setelah  mendapatkan  kesepakatan  mengenai   barang  yang    
diperjual belikan dengan nilai tukar yang disepakati  dan sesuai dengan 
ketentuan syara‟.  
Ketentuan syara’ dalam lingkup ini dimaksudkan bahwa setiap hal 
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yang dilakukan itu sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, 
dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Oleh karena itu, 
apabila syarat-syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi, maka jual beli 
tersebut tidak sesuai dengan syara. 
10
 
Dengan demikian ketika transaksi jual beli berlangsung, ada dua 
belah pihak yakni penjual dan pembeli dengan hak dan kewajiban masing- 
masing, adanya sebuah kesepakatan mengenai barang dan juga   nilai tukar 
atas barang yang diperjualbelikan dengan dasar sama-sama rela antara 
pihak penjual dan pembeli artinya tidak ada unsur pemaksaan ataupun 
keterpaksaan pada saat keduanya melakukan transaksi. 
B. Dasar Hukum Jual Beli 
 
Jual beli sebagai salah satu bagian dari muammalah telah diatur 
didalam Alquran dan Hadis, selain itu juga ada ijma‟ para ulama. Adapun 
dasar hukum mengenai jual beli sebagai berikut : 
1. Alquran 
Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 : 
 
 
ْ ْالشَّْيطَاُفِْمَنْاْلَمسِّ َْكَماْيَػُقوـُْالَِّذيْيَػَتَخبَّطُُو ِلَكْْۚ  الَِّذيَنْيَْأُكُلوَفْالرِّبَاْاَلْيَػُقوُموَفِْإالَّ ذََٰ
َاْاْلبَػْيُعِْمْثُلْالرِّبَاْ َفَمْنَْجاَءُهَْمْوِعظٌَةِْمْنَْربِِّوْْۚ  َكَأَحلَّْاللَُّوْاْلبَػْيَعَْكَحرَّـَْالرِّبَاْْۚ  بِأَنػَُّهْمْقَاُلواِْإَّنَّ
ْ ْاللَِّو ِْإََل َْكأَْمرُُه َْسَلَف َْما ْفَػَلُو ْْۚ  فَانْػتَػَهىَٰ ْالنَّاِر َْأْصَحاُب ْفَُأكلََِٰئَك َْعاَد ِْفيَهاْْۚ  َكَمْن ُىْم
 َخاِلُدكفَْ
 
Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
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disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, Padahal   Allah      telah      menghalalkan      jual      
belidan mengharamkan riba . orang-orang yang telah   sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.Orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya.”
11 
 
Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah membolehkan 
adanya jual beli dan mengharamkan adanya riba. Islam memberikan 
ketentuan jual beli tentunya yang tidak mengandung unsur riba 
didalamnya, karena jual beli yang mengandung riba berarti jual belinya 
menjadi batal. 
Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 : 
 
                                                …ِإَذاْتَػَبايَػْعُتمْْْاۚ  َكَأْشِهُدك …
Artinya: “…Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli…”
12 
Firman Allah swt dalam QS. An-Nisa‟ ayat 29 : 
َْعْنْ ِِْتَارًَة َْتُكوَف َْأْف ِْإالَّ ْبِاْلَباِطِل َنُكْم ْبَػيػْ ْأَْمَواَلُكْم ْتَْأُكُلوا ْاَل ْآَمُنوا ْالَِّذيَن ْأَيػَُّها يَا
َْكاَفِْبُكْمَْرِحيًماْۚ  َكاَلْتَػْقتُػُلواْأَنْػُفَسُكْمْْۚ  تَػرَاٍضِْمْنُكْمْ ِْإفَّْاللََّو
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.
13 
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan memakan 
harta orang lain dengan batil karena tidak mengantarkan masyarakat 
kepada kesuksesan bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan 
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 Departemen Agama RI, Alquran Dan Terjemahannya, (Bandung: Syaamil, 2005), 47. 
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 Ibid, 48. 
 



































kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang 
mengandung penipuan, dan lain-lain. Adanya istilah batil dalam ayat 
tersebut menekankan bahwa keharusan untuk mengindahkan peraturan- 
peraturan yang ditetapkan sebagai ketentuan agama, selain itu ada 





Dari Rif‟ah Ibnu Rafi’ : 
 
ْ ْْبنَِْعْن َْعْنوُْْرِفَاَعَة ْاللَُّو َْرِضَي ُْسِئلَْْ رَاِفٍع َْكَسلََّم َْعَلْيِو ْاللَُّو َْصلَّى ْالنَِّبَّ  َأيُّْ : أَفَّ
ُركرٍْْاْلَكْسبِْ  أَْطَيُبْ؟ْقَاَؿْ:َْعَمُلْالرَُّجِلْبَِيِدِهْ،ْكَُكلُّْبَػْيٍعَْمبػْ
 
Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang 
paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri 










Artinya: “Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah bersabda: Pedagang 
yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada 






Dalil kebolehan jual beli menurut Ijma‟ ulama yaitu ulama 
telah sepakat bahwa jual beli itu hukumya boleh dan terdapat 
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hukmah didalamnya.  Manusia bergantung pada barang yang ada di 
orang lain dan tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri 
sehingga untuk mendapatkannya  perlu timbal balik diantara keduanya 
dengan  sesuatu sebagai nilai tukar barang.  Jual beli sendiri boleh 
dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya.17 
Sebagaimana dijelaskan pada kaidah hukum berikut ini : 
 
اْْلِْْلْااََْلْصُلِْفْ اَْفْيَُدؿََّْحةُْباَُْمَعاَماَلتِْ  ََتْرْيَِْهاَْْدلِْيلُِْْاالَّْ
 
 
Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada 
dalil yang menunjukkan keharamannya.”
18 
 
Selain kaidah hukum tersebut juga ada kaidah lain yang 
digunakan untuk hal-hal baru yang sudah menjadi sebuah 
kebiasaan/tradisi di masyarakat karena membawa sisi maslahatnya. 
Sebagaimana dijelaskan pada kaidah hukum berikut ini : 
حمُكََّمةُْ  اَلْعَاَْدْةُْ
Artinya: “Adat Kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.
19 
 
Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ilmu Ushul 
Fiqh membagi Urf menjadi dua macam yakni Urf yang shahih dan 
Urf yang fasid, berikut penjelasannya: Urf yang shahih ialah sesuatu 
yang saling dikenal oleh manusia, serta tidak bertentangan dengan 
dalil syara‟ tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan 
tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Urf yang fasid menjadi 
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 Wahbah Az-Zhuaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5,( Jakarta: Gema Insani,2011), 27. 
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 H.A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 
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tradisi manusia, akan tetapi  tradisi tersebut bertentangan dengan 




C. Rukun dan Syarat Jual Beli 
 
 Jual beli dalam Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus 
dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Terdapat 
perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama mengenai rukun 
jual beli. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanyalah ijab dan qabul 
saja. Karena yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara 
kedua belah pihak untuk berjual beli. 
Unsur kerelaan merupakan unsur yang sulit untuk diindra karena 
berkaitan dengan hati, maka perlu diindikasikan pada hal yang menunjukkan 
kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi ini ditunjukkan oleh kedua 
belah pihak dalam ijab dan qabul saat transaksi ataupun pada saat 
memberikan barang dan harga barang. 
Unsur kerelaan menjadi prinsip utama dalam bermuamalah, jual beli 
merupakan bagian dari muamalah sehingga secara prinsipnya pasti memiliki 
sisi kerelaan atau ridho. Adapun beberapa prinsip lain dalam bermuamalah 
yang berkaitan dengan jual beli juga, antara lain : adanya kemanfaatan yang 
berakibat padakemaslahatan umat dan menolak madharat, adanya kejujuran 
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Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu: 
1. Ada orang yang berakad atau al-muta‟aqi>dain (penjual dan pembeli). 
2. Ada s}i>ghat (lafal ijab dan kabul) 
3. Ada barang dibeli 
4. Ada nilai tukar pengganti barang.22 
Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang 
dikemukakan oleh jumhur ulama diatas, sebagai berikut : 
1. Syarat-syarat orang yang berakad  ( Subyek  ) 
Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad 
jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
a. Berakal. 
Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil 
yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. 
Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli 
itu harus sudah baligh dan berakal. Apabila orang yang melakukan 
akad jual beli belum mumayiz, maka jual belinya tidak sah. 
Dalam kutipan buku Pengantar Fikih Muamalah, 
Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa Madzhab Hanafiyah, 
tidak mempersyaratkan baligh, anak kecil yang telah tamyiz dan 
berumur 7 tahun diperbolehkan melakukan dengan kondisi 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2010),5. 
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sebagai berikut, yaitu : 
1) Transaksi yang dapat memberikan manfaat murni 
Transaksi ini sah dilakukan anak kecil yang berakal 
tanpa adanya izin atau persetujuan dari wali, karena 
transaksi ini menimbulkan manfaat yang sempurna bagi 
anak tersebut. Misalnya mencari kayu bakar, menerima 
hibah (pemberian), hadiah, sedekah, dan wasiat. 
2) Transaksi yang dapat menimbulkan bahaya murni 
Transaksi ini tidak sah dilakukan anak kecil, 
walaupun mendapatkan persetujuan dari wali, wali tidak boleh 
memberikan izin karena terdapat bahaya didalamnya. 
Misalnya, memberikan hadiah, sedekah, meminjamkan uang 
dan lainnya. 
3) Transaksi yang mengandung manfaat dan bahaya 
Transaksi ini boleh dilakukan anak kecil yang 
tamyiz, dengan catatan mendapatkan persetujuan dari wali. 




b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. 
Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang 
bersamaan sebagai penjual dan sekaligus pembeli.24
 
2. Syarat-syarat ijab dan kabul  
                                                          
23
 Dimyauddin Djuwaini, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 76  
24
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Para ulama fikih mengemukakan syarat yang berkaitan dengan 
ijab dan kabul adalah sebagai berikut : 
a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal. 
b. Pernyataan kabul sesuai dengan pernyataan ijab. Misalnya, 
penjual mengatakan, “saya jual buku ini seharga Rp 10.000,” 
maka pembeli menjawab, “saya beli buku ini seharga Rp 
10.000.”. apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli 
tersebut tidak sah. 
c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majlis, artinya kedua 
belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan 
topik yang sama.25 
Perwujudan ijab dan qabul pada era sekarang tidak lagi 
diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan 
kemudian membayar. Seperti halnya berbelanja di swalayan. Kesesuaian 
antara ijab dan kabul tidak tergambar secara langsung, dan tidak adanya 
proses tawar menawar karena sudah ada harga yang tertera jelas. Ijab 
dan kabul menjadi akad yang berarti sebuah kesepakatan dalam jual 
beli. Akad dalam lingkup fikih muamalah terbagi menjadi beberapa 
jenisnya, seperti akad yang dilihat dari sisi waktunya. Akad ini terbagi 
menjadi tiga macam, yaitu: Ijab dan kabul menjadi akad yang berarti 
sebuah kesepakatan dalam jual beli. Akad dalam lingkup fikih 
muamalah terbagi menjadi beberapa jenisnya, seperti akad yang dilihat 
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dari sisi waktunya. Akad ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 
a. Akad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu 
selesainya akad 
b. Akad Mu’allaq, yaitu akad yang dalam pelaksanaanya terdapat 
syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya 
penentuan penyerahan      barang- barang     yang     diakadkan       
setelah       adanya pembayaran 
c. Akad Mudhaf, yaitu akad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat-  
syarat mengenai penganggulangan pelaksanaan akad, 
pernyataan yang pelaksaannya ditangguhkan hingga waktu yang 
ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, 
tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya 
waktu yang telah ditentukan.26 
3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Obyek) 
a. Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan 
adalah sebagai berikut : Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, 
tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya  untuk  
mengadakan  barang  itu.  Namun  yang terpenting adalah pada 
saat diperlukan barang itu sudah ada, dapat dihadirkan pada 
tempat yang telah disepakati bersama. 
b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab 
itu, bangkai, khamr, dan darah tidak menjadi objek jual beli, 
karena dalam pandangan syara‟ benda-benda seperti itu tidak 
bermanfaat bagi orang muslim. 
c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki 
seseorang maka tidak boleh diperjualbelikan, seperti 
memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan 
dan emas ini belum dimiliki oleh penjual. 
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d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu 




Indikator barang yang diperjualbelikan memiliki kemanfaatan 
sangat ditekankan dalam jual beli. Kemanfaatan akan membawa pada 
sebuah kebaikan, dalam hal ini sering dikaitkan pada sisi kemaslahatan 
karena berakibat kebaikan untuk umat. Islam memiliki kajian al- 
maslahah al-mursalah, menurut ulama ushul yaitu kemaslahatan yang 
oleh syara’ tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada 




Al-maslahah al-mursalah merupakan salah satu metode 
penetapan suatu hukum Islam bahwa dalam penetapan suatu hukum itu 
tidak lain bertujuan untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia 
yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan 
kesulitan umat manusia.
29         
Metode penetapan hukum lainnya juga bertujuan untuk 
menarik manfaat pada hal-hal baru yang terjadi seiring perkembangan 
zaman saat ini setelah tidak adanya wahyu dan tidak dijelaskan 
dalam nash. 
4. Syarat-syarat nilai tukar barang 
 
Syarat-syarat yang berkaitan dengan nilai tukar atau harga 
barang adalah sebagai berikut  
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a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 
b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun sah secara 
hukum melakukan pembayaran dengan cek dan kartu kredit. 
Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu 
pembayarannya harus jelas. 
c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan 
barang (al-muqayya>dah) maka barang yang dijadikan nilai 
tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara’, seperti babi dan 
khamr, karena kedua jenis benda tersebut tidak bernilai menurut 
syara‟.30 
Dalam transaksi jual beli selain syarat mengenai rukun-
rukunnya adapun syarat lain yaitu syarat sahnya jual beli, syarat 
terkait dengan pelaksanaan jual beli dan syarat terkait dengan 
kekuatan akad jual beli. Adanya syarat-syarat tersebut bertujuan untuk 
menghindari dari sengketa diantara kedua belah pihak. Berikut 
penjelasan mengenai syarat tersebut : 
a. Syarat sah jual beli  
Para ulama fikih mengemukakan, bahwa suatu jual beli 
dianggap sah apabila terpenuhi dua hal berikut : 
1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang 
yang diperjualbelikan     tidak jelas,     baik jenis, kualitas 
maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu 
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mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain 
yang mengakibatkan jual beli rusak. 
2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka 
barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai 
penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai 
pembeli setelah selesai surat menyuratnya diselesaikan sesuai 
dengan kebiasaan setempat.31 
Selain itu dua hal tersebut ada juga syarat khusus dalam jual 
beli yaitu syarat-syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli 
saja, seperti jenis jual beli salam, jual beli sharf, mura>bahah, jual 
beli barang-barang riba, jual beli barang yang berbentuk 
piutang. Jual beli tersebutmemiliki syarat khusus agar dapat 
dikatakan sah dalam transaksinya.
32
 
Adapun beberapa syarat khusus yang diperuntukkan untuk 
akad- akad tertentu tersebut, yaitu : 
1) Sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam. 
2) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dala konteks 
jual beli valas (sharf). 
3) Adanya persamaan dalam transaksi barang riba dan terbebas 
dari syubhat riba. 
4) Mengetahui harga pokok pembelian.33 
b. Syarat-syarat terkait dengan pelaksanaan jual beli 
                                                          
31
 Ibid, 125. 
32
 Wahbah Az-Zhuaili, Fiqh Islam …, 57. 
33
 Dimyauddin Djuwaini, Fiqh Muamalah, …, 81 
 




































Jual beli dapat dilaksanakan apabila pihak yang berakad 
tersebut mempunyai  kekuasaan untuk  melakukan jual beli.  
Misalnya, barang itu milik sendiri dan barang tersebut dapat 
diserahkan.     Kemudian akad jual beli tidak dapat dilaksanakan 
apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki 
kekuasaan secara langsung untuk melakukan akad. Misalnya, 
adanya orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. 




c. Syarat-syarat terkait dengan kekuatan akad jual beli 
 
Para ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa jual beli 
bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari berbagai 
macam khiya>r. Khiya>r adalah hak transaksi yang dilakukan 
oleh kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan 
transaksi.  
Hak khiya>r dibagi menjadi tujuh yaitu sebagai berikut : 
 
1) Khiya>r syarth 
Merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan 
transaksi karena salah seorang dari pelaku transaksi atau 
keduanya untuk membatalkan transaksi sampai waktu yang 
tertentu. 
2) Khiya>r naqd 







































     Merupakan syarat yang diberikan oleh penjual jika 
pembeli menyerahkan harga pada waktu tertentu maka jual beli 
telah berlaku. 
3) Khiya>r aib 
Merupakan hak yang dimiliki dan disepakati kedua pelaku 
transaksi jika ada cacat pada barang maka salah satunya bias 
meneruskan atau membatalkan transaksi. 
4) Khiya>r ru‟yah 
Merupakan hak untuk meneruskan atau  membatalkan jual   
beli ketika selesai melihat barang. 
5) Khiya>r ta‟yi>n 
 Merupakan hak yang dimiliki pembeli untuk menentukan 
salah satu dari kedua barang yang telah ditawarkan kepadanya 
untuk dibeli. 
6) Khiya>r washfi 
 Merupakan hak yang dimiliki pembeli untuk meneruskan 
atau membatalkan jual beli jika barang yang dilihatnya 
tidak sesuai dengan kesepakatan. 
7) Khiya>r ghubni 
 Merupakan hak yang dimiliki pembeli untuk meneruskan 
atau membatalkan jual beli jika ternyata penjual menjual 
barang dengan harga yang lebih mahal dari ketentuan pasar.
35 
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Adanya hak khiya>r ini bertujuan agar jual beli tidak 
merugikan salah satu pihak baik pihak penjual maupun pihak 
pembeli serta unsur kerelaan benar-benar tercipta dalam transaksi 
jual beli. 
 
D. Macam-Macam Jual Beli 
Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual 
beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual 
beli dikatakan sah apabila jual beli memenuhi ketentuan syara‟, baik rukun 
maupun syaratnya. Sedangkan jual beli dikatakan tidak sah apabila jual beli 
tidak memenuhi salah satu syarat dan rukan jual beli sehingga jual beli 
menjadi rusak (fasid) atau batal.
36
 
Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya 
menjadi tiga bentuk yaitu: 
1. Jual beli yang shahih 
Apabila jual beli itu disyari’atkan, memenuhi rukun atau syarat 
yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat 
dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua 
belah pihak dan seluruh rukun serta syaratnya telah terpenuhi. 
2. Jual beli yang batil 
Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya 
tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya 
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tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil.
37 
3. Jual beli yang  fasid 
Jual beli yang fasid adalah jual beli yang secara prinsip 




Jual beli pada dasarnya boleh dan halal hukumnya, namun ada 
beberapa hal yang menjadikan jual beli itu terlarang karena beberapa sebab 
seperti jual beli yang mengandung unsur penipuan dan spekulasi sehingga 
dapat menimbulkan konflik perselisihan diantara pihak yang berjual beli. 
Unsur ketidakjelasan dalam jual beli sering dikaitkan dengan gharar. Hal 
yang bersifat spekulasi atau samar-samar ini  cenderung  dapat merugikan 
salah satu pihak baik  itu penjual maupun pembeli.
  
Para ulama sepakat bahwa jual beli yang mengandung gharar 
adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih ada 
ditetek, bulu domba yang masih di punggung domba, permata yang masih 
ada di dalam kerang laut, janin yang masih didalam kandungan, ikan di 
air,dan burung di udara sebelum ditangkap.
39 
Karena dengan jual beli 
seperti itu tidak jelas barangnya sehingga dapat memicu konflik dan sudah 
jelas akan kerugiannya karena barang yang dibeli menjadi tidak memiliki 
sisi kejelasan dari segi jumlahnya, waktu penyerahannya, dan juga 
kualitasnya.
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Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai jual beli yang dilarang 
adalah sebagai berikut: 
1. Bai‟ al-Ma’dum 
 
Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak 
ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Jual beli seperti ini disepakati 
oleh mayoritas lama bahwa objek akad tidak bisa ditentukan secara 
sempurna karena kadarnya tidak teridentifikasi dengan jelas serta 
kemungkinan objek itu tidak bisa diserahterimakan.
40
 
Hal ini menjadi tidak diperbolehkan karena adanya 
kemungkinan barang yang akan dijual tersebut menjadi rusak pada 
saat diserahterimakan. Karena pada saat transaksi berlangsung pembeli 
tidak dapat melihat keseluruhan barangnya. Sehingga barangnya 
menjadi tidak jelas mengenai jumlahnya, bentuknya, kadarnya, 
ukurannya, dan kualitasnya. Jual beli seperti ini cenderung 
mengandung gharar terkait pada sisi ketidakjelasannya. Kemudian 
apabila barang yang diterima oleh pembeli berbeda, jual beli ini 
mengarah pada adanya unsur penipuan. 
Jual beli seperti ini hampir sama dengan bentuk jual beli 
pesanan karena menjual barang yang belum nampak. Jual beli 
pesanan ini diperbolehkan oleh para ulama karena dalam jual beli 
pesanan ini ada keterangan jelas mengenai barangnya karena pihak 
pembeli dapat memberikan keterangan jelas mengenai barang yang akan 
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ia beli kepada penjual. Hal ini menjadi berbeda dengan jual beli ma‟dum 
karena dalam jual beli ma‟dum, penjual menjualkan barangnya tetapi 
pada saat transaksi dilakukan  barang  tersebut tidak ada dan tidak  bisa 
memberikan  spesifikasi terhadap barang tersebut. 
Dalam jual beli pesanan sering disebut dengan jual beli 
salam. Menurut kebiasaan para pedagang, jual beli ini diterapkan pada 
jual beli yang tidak tunai. Artinya ada perjanjian yang penyerahan 
barang- barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.
41 
Adapun 
definisi lain dari jual beli salam yaitu jual beli suatu barang yang tidak 
dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa   
sifat-sifat barang   tersebut dijelaskan, sehingga   pembeli   merasa 
yakin    dengan sifat-sifat barang yang dijelaskan tersebut. Namun jika 
barang tersebut ternyata berbeda dengan sifat-sifat yang disebutkan, 
maka si pembeli berhak untuk melakukan khiya>r.
42
 
Dalam akad salam, syarat dan rukunnya sama dengan jual 
beli pada umumnya. Namun dalam akad salam ada syarat yang 
ditambahkan karena barang yang diinginkan oleh pembeli tidak 
ada pada saat transaksi, artinya pembeli memberikan spesifikasi 
barang kepada penjual mengenai ukuran, kadarnya, bentuknya, 
jumlahnya dan lainnya. Kemudian adanya perjanjian penyerahan 
barang tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Pembayarannya 
barang dapat dilakukan setelah barang tersebut ada, namun seringkali 
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bentuk jual beli pesanan ini pembayarannya dilakukan dengan sistim 
panjar atau uang muka. Hal ini dimaksudkan untuk menganti setengah 
dari biaya produksi untuk barang yang dipesan itu. 
2. Bai‟ al-Dain (Jual beli hutang) 
 
Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk 
diserahterimakan atau dikembalikan kepada orang yang berhak 
menerimanya seperti halnya uang sebagai harga beli dalam jual beli, 
sewa-menyewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lainnya. 
Jual beli ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki beban hutang 
baik secara kontan atau tempo, sehingga transaksi ini identik dengan 
riba. 
3. Bai’  al-Gharar 
Definisi gharar menurut bahasa berarti tipuan, bahaya. 
Sedangkan menurut istilah dalam fikih, gharar mencakup pada 
kecurangan, tipuan, ketidakjelasan pada barang, dan ketidakmampuan 
untuk menyerahkan barang. Menurut Imam Isnawi dari mazhab Syafi’i 
mengatakan bahwa gharar adalah jual beli yang mengandung dua 




Dalam hadits dari Abu Hurairah : 
 
َصاِةْ ْبَػْيِعْْالَْْْنِْْعْاْلَغَرِرْعَْيْْبػَْْنْْعَْْملسو هيلع هللا ىلصْاللِْْؿُْوْْسُْىْرَْهَْ:ْنػَْاؿَْقَْْوُْْنْعَْْاللُْْيَْضِْرَْْةَْرَْيػُْْْىرَِْبَْاْْنْْعَْ
 (اهْْمََْْنُْْبِْاْْاهَُْكْرَْ
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Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 




Dari hadits tersebut jelas sekali bahwa jual beli gharar 
itu dilarang, begitu juga dengan jual beli menggunakan kerikil. 
Hal tersebut didasarkan pada kebiasaan yang dilakukan orang-
orang Jahiliah yang melakukan jual beli barang dengan cara melempar 
batu. Dahulu orang jahiliah menjual tanah yang tidak jelas 
luasnya lalu mereka melakukannya dengan   melemparkan batu  
kecil. Dengan patokan pada lemparan batu yang jatuh maka itulah 
tanah yang dijual. Selain itu orang-orang jahiliah juga melakukan jual 
beli daging ternak yang masih didalam kandungan seperti halnya anak 
unta yang dijual ketika masih didalam kandungan induknya. Gharar 
terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 
a. Al-Gharar al-Yasi>r, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang 
tidak menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak
 dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. 
Para ulama sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan 
(hajat). 
b. Al-Gharar al-fahi>shah, yaitu ketidaktahuan yang banyak 
sehingga menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak 
dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena 
menyebabkan akad menjadi batal. Sedangkan diantara syarat 
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sahnya akad itu ialah objek akad (ma’qud „alaih) harus diketahui 
agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari. 
c. Al-Gharar al-mutawassith, yaitu gharar yang keberadaannya 
diperselisihkan para ulama, apakah masuk ke dalam al-Gharar al-
Yasi>r atau al-gharar al-fahi>shah, atau keberadaannya berada 
di bawah al- gharar al-fahi>shah dan berada di atas al-gharar al-
yasi>r. Jika meningkat gharar-nya yang asalnya sedikit, maka 
dimasukkan kepada al-ghar al-fahi>shah, sedangkan jika turun 
gharar-nya yang asalnya banyak,maka dimasukkan kepada al-
gharar al-yasi>r.45 
Dengan demikian ketidakjelasan (gharar) memiliki kategori 
masing-masing yang membawa hukum tersendiri. Meskipun pada 
dasarnya jual beli yang mengandung gharar itu tidak diperbolehkan, 
jika dalam jual beli tersebut memiliki kriteria tertentu pada sisi 
ketidakjelasannya maka ada kemungkinan bahwa gharar itu menjadi 
diperbolehkan. Yusuf Qardhawi memberikan penjelasannya dalam 
praktek jual beli rumah, dimana seorang calon pembeli rumah 
tersebut tidak mungkin mengetahui jumlah bahan bangunan yang 
digunakan untuk membuat pondasi dan tembok rumah tersebut. Karena 
bahan bangunan tidak terlepas dari pondasi sebuah bangunan/rumah. 
Kemudian jual beli mengandung gharar yang tidak seberapa, 
misalnya jual beli kacang yang terbungkus kulitnya. Kesamaran yang 
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dilarang adalah kesamaran yang mengandung kejahatan yang 
mungkin bisa membawa kepada permusuhan, pertentangan, dan 
makan harta milik orang lain dengan cara yang bathil.
46
 
Jual beli menjadi dilarang karena mengandung unsur penipuan 
dan ketidakjelasan yang besar akan apa yang diakadkan. Dari 
ketidakjelasan  tersebut dapat memicu konflik diantara kedua belah 
pihak karena lebih tertuju pada sistim untung untungan sama seperti 
perjudian. 
E. Hikmah Jual Beli 
 
Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan 
dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara 
pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. 
Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak 
seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia 
dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu 
hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang 
memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu 




Jual beli yang dilakukan secara jujur dapat membantu masyarakat 
lebih menghargai hak milik orang lain sehingga dapat menjauhkan diri dari 
memakan barang yang haram atau batil. Selain itu, dijelaskan pula 
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mengenai kejelasan barang yang menjadi objek jual beli, hal ini bertujuan 
agar tidak ada konflik yang timbul setelah jual beli itu berlangsung. 
Misalkan saja penjual tidak memberikan spesifikasi barang yang ia jual 
dengan jelas kepada pembeli, kemudian pembeli mengetahui akan cacat 
pada barang tersebut. Hal tersebut sangat mungkin memicu konflik pada 
kedua belah pihak. 
Dengan jual beli yang dilakukan besar kemungkinan keuntungan 
yang dicapai akan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga 
dapat membantu memenuhi hajat masyarakat akan keperluan-keperluan 
yang tidak mampu diproduksinya sendiri dan dapat dipenuhi melalui orang 
lain. Secara tidak langsung dalam masyarakat itu terdapat gotong-royong 
yang seolah-olah dipaksa oleh keadaan. Jual beli juga membawa sisi 
spiritual tersendiri karena Allah swt telah mensyariatkan adanya jual beli,  
jika muslim itu melakukan jual beli selain sebagai bentuk ibadah juga 
sebagai jalan untuk seorang muslim bersedekah dengan sesamanya. 
Dengan demikian jual beli dapat membantu pergerakan 
perekonomian masyarakat sehingga tercipta sikap saling bantu-membantu 
satu sama lain. Dalam melakukan transaksinya juga harus memperhatikan 
kesesuaian pada ketentuan jual beli agar transakaksi jual belinya menjadi 
shahih. Hal tersebut bertujuan kemaslahatan umat tanpa menimbulkan 
konflik dalam masyarakat. Usaha yang baik dan benar pasti akan 
mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan serta ridha Allah swt. 
F. Takaran dan Hitungan dalam Jual Beli  
 



































Islam mengatur bahwa jual beli harus sesuai dengan Syari‟at yang 
dibenarkan termasuk didalamnya sistem hitungan, takaran, dan timbangan. 
Tujuan penetapan sistem hitungan, takaran dan timbangan ini adalah atas 
dasar keadilan Islam yang harus ditegakkan. Karena definisi adil akan 
berbeda antara satu dengan lain bila hanya mengikuti hawa nafsu. Takaran 
adalah alat untuk menakar, dalam muamalah dipakai untuk mengukur satuan    
dasar  isi   atau  volume  dan dinyatakan  dalam  standar yang diakui banyak 
pihak  contohnya satuan liter. Sementara timbangan dipakai untuk mengukur 
satuan berat, contohnya kilo gram. Takaran dan timbangan wajib 
dipergunakan secara tepat dalam penegakan hukum muamalah syar'i. Hal ini 
sejalan dengan prinsip kejujuran untuk mewujudkan keadilan, sesuai perintah 
Allah SWT untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Dalam QS. al-
Isra‟: 35, yaitu:48 
ِْكْلُتْمَْكزِنُواْبِاْلِقْسطَاِسْاْلُمْسَتِقيِمْ ٌرَْكَأْحَسُنْتَْأِكيلًْْۚ  َكأَْكُفواْاْلَكْيَلِْإَذا ِلَكَْخيػْ  اذََٰ
Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 
timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan 
lebih baik akibatnya.” 
 
Akan tetapi kadang kadang dalam memanfaatkan dan menggunakan 
media takaran sangatlah sulit untuk memenuhi tingkat benar benar adil dan 
jujur, lebih lebih pada jual beli barang yang memang sulit untuk 
menyesuaikan keadilan dalam takaran, padahal pihak yang menakar sudah 
berusaha untuk adil dan jujur. Dalam kasus seperti ini Allah SWT.  
memerintahkan supaya umat manusia melakukan jual beli dengan takaran dan 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya,(Bandung: Syaamil, 2005),149. 
 



































timbangan yang adil  sekedar kesanggupannya : Sebagaimana dalam Al 
Qur‟an Surat Al An‟am : 52 
ُْكْسَعَهاْْۚ  َكأَْكُفواْاْلَكْيَلَْكاْلِميزَاَفْبِاْلِقْسِطْ َْكاَفَْذاْْۚ  اَلْنَُكلُِّفْنَػْفًساِْإالَّ َكِإَذاْقُػْلُتْمْفَاْعِدُلواَْكَلْو
ْ ِلُكْمَْكصَّاُكْمْبِِوَْلَعلَُّكْمَْتذَكَُّركفْۚ  َكبَِعْهِدْاللَِّوْأَْكُفواْْۚ  قُػْرََبَٰ  ذََٰ
Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami 
tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. 
Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia 
adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu 
diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. ” 
49
 
Keadilan dan kejujuran dalam jual beli memang sangat diutamakan, 
karena banyak terjadi dalam transaksi jual beli, demi mendapatkan 
keuntungan yang lebih besar, sering terjadi praktek penipuan dalam takaran, 
yang mana menimbulkan kerugian disalah satu pihak.   Oleh karena itu Allah 
melarang sistem muamalah yang curang, khususnya  yang menggunakan 
media takaran. 
Dalam QS; Al Muthofifin Ayat 1-6, Allâh Azza wa Jalla menerangkan 
tentang kecurangan dalam takaran yang sering diparaktekkan dalam jual beli. 
ْلِْلُمَطفِِّفنيَْ َْيْستَػْوُفوفَْ ○َكْيٌل َْعَلىْالنَّاِس ْاْكَتاُلوا ِْإَذا َْكَزنُوُىْمْ ○الَِّذيَن َْأْك َْكاُلوُىْم َكِإَذا
ُعوثُوفَْ ○ُُيِْسُركفَْ َْمبػْ ْأَنػَُّهْم ْأُكلََِٰئَك َْيُظنُّ َْعِظيمٍْ ○َأاَل ْ ○لِيَػْوـٍ ْيَػُقوـُ ْيَػْوـَ ْلَِربِّ النَّاُس
ْ○اْلَعاَلِمنيَْ
Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-
orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan 
apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 
mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya 
mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) 
manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.”
50
 











































Praktek kecurangan yang telah dijelaskan dalam Al Qur;an tersebut, 
sering terjadi yakni  dilakukan  jika orang lain menimbangkan atau menakar 
bagi mereka sendiri, maka mereka menuntut takaran dan timbangan yang 
penuh dan sekaligus meminta tambahan. Mereka meminta hak mereka 
dipenuhi dengan sebaik-baiknya, bahkan minta dilebihkan. Namun apabila 
mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi 
kadarnya sedikit, baik dengan cara menggunakan alat takar dan timbangan 
yang sudah direkayasa, atau dengan tidak memenuhi takaran dan 
timbangannya, atau dengan cara-cara curang lainnya. Orang-orang yang 
melakukan kecurangan ini terancam dengan siksa yang dahsyat oleh Allah 
SWT. 
 


































PELAKSANAAN PRAKTEK JUAL BELI BIBIT  IKAN TAWES DENGAN 
SISTEM  TAKARAN JEDULAN DI DESA  PLOSOBUDEN  
KECAMATAN DEKET  KABUPATEN  LAMONGAN 
 
A. Gambaran Umum Desa  Plosobuden  Kecamatan Deket Kabupaten  
Lamongan 
 
1. Letak Geografis dan Demografis Desa Plosobuden  
Desa  Plosobuden adalah Desa yang terletak di  Kecamatan Deket  
Kabupaten  Lamongan provinsi Jawa Timur, dengan luas mencapai 249, 
256 ha.Yang terdiri dari dua Dusun  yaitu Dusun  Ploso dengan luas 
123,125 ha dan Dusun  Buden dengan luas 126,131 ha.  
Keadaan umum wilayahnya merupakan daerah dataran rendah 
meliputi tanah sawah dengan jumlah luas 229,700.  yang dialiri dengan 
irigasi teknis seluas 226,625 ha, sawah tadah hujan seluas 3.075 ha. tanah 
yang digunakan untuk lahan pemukiman seluas 12.359 ha, sedangkan 
lapangan olah raga, perkantoran,bangunan sekolah,jalan, makam dan 
lain-lain seluas 7.197 ha. 
Dalam memanfaatkan tanah sebagai bentuk kegiatan mata 
pencahariannya, tidak sama dalam masing masing Dusun . Warga Dusun  
Ploso sebagian besar tanah sawahnya ditanami Padi dan budidaya Udang 
Vanami sebagai tumpang sari. Sedangkan warga Dusun Buden, 
memanfaatkan tanah sawahnya khusus digunakan budidaya persemaian 
 



































atau pembibitan ikan bandeng, Mujaer Nila, Ikan Mas dan Ikan Tawes 
dan di musim kemarau satu kali ditanami padi. 
Desa Plosobuden merupakan desa yang ada disebelah timur 
wilayah kabupaten lamongan yang berbatasan langsung dengan Wilayah 
kabupaten 
Gresik  dengan batas batas sebagai berikut : 
a. Sebelah utara Desa Wangen   
b. Sebelah timur Desa Glanggang, Desa Bendungan ( Wilayah Gresik) 
c. Sebelah selatan Desa Pandanan ( Wilayah Gresik) 
d. Sebelah barat Desa Pandanpancur 
Keadaan daerahnya berada di   daerah tanah dataran rendah yang 
subur berupa sawah dengan pengairan irigasi yang mengairi seluruh 
wilayah pertanian, Sawah irigasi tehnis tersebut oleh penduduk setempat 
dimanfaatkan sebagi sawah tambak. sehingga dapat di gunakan  untuk 
tanam padi dan untuk pemeliharaan ikan. 
Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang 
menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa  Plosobuden sampai akhir 
Bulan Nopember 2019    secara keseluruhan berjumlah 2.253  jiwa terdiri 
dari laki-laki 1072 jiwa dan perempuan 1.181 jiwa yang mencakup 550 
KK. Dusun   Ploso 295 KK dengan jumlah penduduk 1.261 jiwa dan 
Dusun  Buden 255 KK dengan jumlah penduduk 992 .  
Jumlah usia produktif lebih banyak jika dibanding dengan usia 
anak- anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif dan lansia 
 



































adalah sebagai berikut 21% : 64% : 15%. Dari 1433, jumlah penduduk 
yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan 
jumlahnya hampir sama / seimbang. 
2. Kondisi Sosial dan  Ekonomi Masyarakat 
 
Keadaan social ekonomi penduduk Desa  Plosobuden dibagi 
menjadi tiga tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan 
atas. Sebagian besar masyarakat di Desa  Plosobuden hidup dengan mata 
pencaharian sebagai petani tambak yaitu ada  763 orang, yang terbagi 
sebagi petani tambak pembesaran ikan / tumpang sari ada 305 orang dan 
petani tambak yang budi daya bibit ikan ada 358 orang penduduk yang 
menempati wilayah Dusun  Buden. Sementara jika dilihat dari komposisi 
penduduk menurut mata pencaharian yang terbesar adalah terdiri dari 
petani tambak.   
Penduduk Desa Plosobuden mata pencahariannya mudah 
diklasifikasikan karena sebagian besar masyarakatnya mempunyai 
pekerjaan tetap. Dengan pertanian yang dialiri irigasi memungkinkan 
para petani bekerja secara terus menerus dalam satu musim, sedangkan 
petani yang tidak mempunyai lahan pertanian bertani dengan menyewa 
tanah. Selain mata pencaharian tersebut, masyarakat Desa  Plosobuden 
juga berprofesi sebagai pedagang,pegawai atau industri kecil. Keadaan 
ekonomi masayarakat Plosobuden cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan 
perbandingan antara minimnya Jumlah KK miskin, prasejahtera  dan 
banyaknya prosentase penduduk sejahtera, kaya dan berpengahsilan 
 



































sedang.  Penduduk miskin 10% dari total KK, KK prasejahtera 19 %, KK 
sejahtera hanya 26%, KK sedang 29% dan KK kaya 19%. 
3. Pendidikan dan Kehidupan Keagamaan 
a. Tingkat Pendidikan  
Dari segi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat Desa  
Plosobuden termasuk sedang, karena penduduk yang lulus Sekolah 
Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) menduduki jumlah terbesar. 
Selain itu banyak dari mereka yang telah menyelesaikan Sekolah 
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sederajat, dan Perguruan 
Tinggi.  
Sedangkan untuk sarana Pendidikan dan prasarana Desa 
terdapat fasilitas pendidikan yang cukup memadai, mulai dari tingkat 
rendah sampai tingkat menengah. Lembaga pendidikan tingkat 
SD/MI terdapat di Dusun  Ploso dan Dusun  Buden, sedangkat 
Lembaga pendidikan tingkat SLTP dan SLTA terdapat di Dusun  
Buden yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Dan juga 
terdapat Pondok Pesantren. 
b. Kehidupan Keagamaan 
Dalam kehidupan masyarakat di Desa   Plosobuden  , 
kehidupan keagamaan yang kuat mendominasi perilaku sosial 
budaya, hal ini tidak terlepas dari pengaruh lembaga lembaga 
pendidikan yang berorientasi pada keagamaan, misalnya Pondok 
 



































Pesantren, Mts dan MA dan rata rata tingginya tingkat pendidikan 
warganya. 
Sifat dan karakteristik yang telah lama mengakar, yaitu: 
1) Sifat gotong royong dan kekeluargaan 
2) Sifat solidaritas yang tinggi dan toleransi. 
3) Kepercayaan yang kuat dan patuh terhadap agama Islam sebagai 
ciri masyarakat baik. 
4) Sopan santun dalam bergaul. 
5) Lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat 
B. Praktek Jual Beli Bibit  Ikan Tawes dengan Sistem  Takaran Jedulan di 
Desa  Plosobuden  Kecamatan Deket  Kabupaten  Lamongan 
Di Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan 
mayoritas penduduknya menekuni bisnis budidaya persemaian, jual beli bibit 
ikan, diantaranya ikan Tawes, Tombro/ikan Mas , Mujaer dan Bandeng. 
dengan memeliharanya sampai saatnya panen tiba untuk dijual kepada para 
Petani tambak yang budidaya pembesaran Ikan. Kebanyakan konsumennya 
berasal daerah sekira kabupaten Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Gresik 
bahkan daerah Brebes Jawa Tengah.
1
 
Diantara beberapa jenis ikan tersebut yang paling banyak dipelihara 
masyarakat Plosobuden adalah ikan Tawes, karena mudah pemeliharaannya , 
relatif singkat masa panennya (sudah laku) dan  walaupun lahannya tidak luas 
bisa dipelihara ratusan ribu ekor, biasanya lahan dengan ukuran 30 m x 50 m 
mampu diisi 100 Rean ( 500.000 ekor).dengan rata rata angka kehidupan ikan 
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 Moh. Fuadz  (Petani tambak penjual ikan tawes), Wawancara,  Plosobuden, 09 Oktober  2019   
 



































65 % , sampai panen. Dengan perbandingan harga 3 kali lipat harga benih dan 
harga panen.  Budidaya bibit  Ikan Tawes ini dilakukan oleh masyarakat desa 
Plosobuden  di tambak, yang khusus untuk persemaian bibit  Ikan Tawes. 
Masa persemaian bibit ikan tawes, biasanya berkisar 3 - 4 minggu, dengan 
ukuran sebesar biji padi, sudah bisa dipanen, dengan harga Rp. 60.000 – 




Para petani tambak membeli benih ikan tawes kepada pelaku usaha 
benih  Ikan Tawes/juragan yang dibelinya langsung dari  Pare Kediri  dalam 
jumlah ratusan Rean / sesuai pesanan, dengan besar ukuran sebesar rambut. 
Ditempatkan pada kantong plastik yang diberi oksigen dengan jumlah 
menyesuaikan besarnya ikan. Semakin kecil ukuran ikannya semakin banyak 
jumlah ikannya. Kalau ukurannya sebesar rambut biasanya satu kantong 
plastik berisi 4 Rean  ( 20.000 ekor). 
3
 
Para petani tambak yang sudah pesan kepada pelaku usaha/juragan  
benih ikan tawes bisa langsung mengambil di rumah para juragan dalam 
bentuk benih ikan tawes sudah dalam kantong plastik.
4
 
Subyek pelaku, Obyek  dan Akad dalam Praktek Jual Beli Bibit  Ikan 
Tawes dengan  Sistem  Takaran Jedulan  di Desa   Plosobuden    Kecamatan 
Deket  Kabupaten  Lamongan, adalah sebagai berikut : 
1. Subyek Jual Beli 
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 H. Ali (Pelaku Usaha/Juragan benih ikan tawes), Wawancara,  Plosobuden, 09 Oktober  2019.    
3
 Furqon (Petani tambak penjual ikan tawes), Wawancara,  Plosobuden, 09 Oktober  2019.    
4
 A. Rofiq (Petani tambak penjual ikan tawes), Wawancara,  Plosobuden, 12 Oktober  2019.    
 



































Pihak penjual bibit  Ikan Tawes dalam hal ini adalah para petani 
tambak yang dewasa dan sudah terbiasa dalam  proses akad jual beli bibit  
Ikan Tawes. Dalam penjualan bibit  Ikan Tawes ini para petani tambak 
menjual ikan tawes kepada para tengkulak atau juragan pengusaha benih 
ikan tawes, dengan menjual seluruh ikan yang dipelihara. Berarti belum 
diketahui berapa banyaknya, tetapi biasanya penjualannya dalam jumlah 
yang banyak. Tetapi ketentuan harga sudah disepakati antara penjual dan 
pembeli berdasarkan besarnya ikan tawes. Semakin besar ukuran ikan, 
maka semakin mahal harganya.
5
 
Pelaksanaan sistem takaran jedulan dalam jual beli ini, antara 
penjual dan pembeli sudah ada kesepakatan, berarti penjual tidak 
melakukan penipuan dan pemaksaan terhadap pembeli, pihak penjual 
juga tidak merasa keberatan dan merasa dirugikan, karena setelah selesai 
menakar dalam setiap kelompok/bagian, penjual mempersilahkan 
pembeli untuk memilih bagian yang ada ikannya tersebut., kemudian 
kelompok/bagian yang dipilih pembeli tersebut ditakar/dibagi lagi ke 
kelompok lain hingga habis, kemudian dihitung setelah itu 
mengalikannya  dengan sejumlah bagian yang ada. 
6
 
Biasanya petani tambak menjual ikan tawes, kebanyakan  kepada 
pembeli yang terdi dari para tengkulak atau juragan pengusaha benih 
ikan tawes, dengan menjual seluruh ikan yang dipelihara. Berarti 
penjualannya dalam jumlah yang banyak dan belum diketahui berapa 
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 Ismail (Petani tambak penjual ikan tawes), Wawancara,  Plosobuden, 11 Oktober  2019.    
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  Ahmad Sufyan (Petani tambak penjual ikan tawes), Wawancara,  Plosobuden, 12 Oktober  2019.   
 



































banyaknya. Tetapi ketentuan harga sudah disepakati antara penjual dan 
pembeli berdasarkan besarnya ikan tawes. Semakin besar ukuran ikan, 
maka semakin mahal harganya.
7
 
Akad jual beli bibit  Ikan Tawes dalam proses pembelian bibit  
Ikan Tawes, pihak pembeli merasa dilayani dengan sikap yang ramah, 
jujur dan sopan. Tidak ada penipuan karena pembeli diberi kesempatan 
untuk ikut terlibat pada saat penjual  menakar /menjedul, yaitu pembeli 
diizinkan memilih bagian yang berisi bibit ikan melalui takaran tersebut.  
kebebasan memilih jumlah ikan yang ada pada kelompok/bagian. 
Sehingga merasa tidak tertipu. Pembeli dan penjual sama sama rela, tidak 
merasa keberatan, mereka sepakat mengenai harga maupun system 
penghitungannya   dan     tidak   merasa   dirugikan,    karena    semuanya  
dilakukan secara transparan jujur dan baik, tanpa  paksaan,  baik 
harga,sistem pembayaran maupun jumlahnya.
8
 
2. Obyek Jual Beli 
Obyek jual beli ini adalah bibit  Ikan Tawes dengan ukuran 
tertentu. Ketentuan ukuran jual beli bibit ikan tawes ini didasarkan pada 
ukuran seutuhnya, bukan panjangnya atau lebarnya. Biasanya disamakan 
dengan biji Padi (gabah) atau daun Asam. Besar kecilnya ukuran akan 
menentukan harga jualnya. 
9
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 Afifuddin (Petani tambak penjual ikan tawes), Wawancara,  Plosobuden, 11 Oktober  2019.   
8
 H. Sutar (Pelaku Usaha/Juragan benih ikan tawes), Wawancara,  Plosobuden, 09 Oktober  2019.    
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  M. Ihsan (Pelaku Usaha/Juragan benih ikan tawes), Wawancara,  Plosobuden, 09 Oktober  2019. 
 



































 Permintaan ikan Tawas mengalami peningkatan pesat, pada saat 
awal awal musim penghujan. Peningkatan permintaan ini mempengaruhi 
lamanya pemeliharaan dan waktu. Hal ini dikarenakan para pembeli /para 
Juragan akan meminta para petani tambak agar segera memanen ikan 
Tawes-nya , walaupun masih 2 – 3 minggu masa pemeliharaan. Makanya 
pada awal musim tersebut harga jual meningkat dan juga tingkat 
penghasilan para petani tambak. Jual beli bibit ikan tawes dijual bukan 
per-ekor, tetapi per-Rean atau per-100 Rajut yaitu per 5.000 ekor. 
Biasanya harga bibit ikan tawes per-Rean Rp. 60.000-75.000. perubahan 
harga tergantung besar kecilnya ikan tawes dan banyaknya permintaan 
pasar. 
Takaran yang dipakai untuk membagi bibit ikan Tawes kedalam 
bagian bagain yang sudah ditentukan adalah takaran dari sisa rumah  
kerang  besar, di desa Plosobuden dikenal dengan nama “ kimo”. Pada 
saat membagi kedalam kelompok pertama menggunakan kimo besar, 
pada saat membagi ke dalam kelompok kedua menggunakan kimo 
ukuran sedang, dan menggunkan kimo kecil untuk menakar ikan ke 
dalam kelompok ke tiga/bagian terakhir, penggunaan alat kimo ini 
didasarkan pada sedikit banyaknya jumlah ikan yang ditakar dalam setiap 
kelompok atau bagian. 
10
 
3. Akad Jual Beli 
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 Iskandar (Petani tambak penjual ikan tawes), Wawancara,  Plosobuden, 12 Oktober  2019.   
 



































Jual beli ikan Tawes dengan sistem takaran jedulan ini dilakukan 
dengan tujuan, agar jumlah ikan Tawes yang diperjual belikan cepat 
diketahui, tidak membahayakan ikan Tawes, dan penjual diberi 




Dengan demikian akad jual beli bibit  Ikan Tawes ini 
dilakukan oleh penjual dan pembeli sama sama rela, tidak merasa 
keberatan dan tidak merasa dirugikan, karena semuanya dilakukan secara 
transparan jujur dan baik, tanpa  paksaan,  baik harga, sistem pembayaran 
maupun penghitungannya. jika ada kelebihan dan kekurangan jumlah 
ikan Tawes yang diperjual belikan, penjual dan pembeli memakluminya 
dan sama sama rela. 
12
 
  Jual beli bibit  Ikan ini dilakukan oleh penjual dan pembeli 
yang sudah biasa melakukan praktek jual beli menggunakan sistem 
takaran Jedulan. Maksudnya pihak penjual dan pembeli dalam praktek 
perhitungan bibit Ikan Tawes yang dipesan pembeli sudah sepakat 
dengan menggunakan sistem  Takaran Jedulan yaitu sistem takaran 
dengan cara menentukan banyaknya jumlah ikan tawes berdasarkan 
takaran yang dibagi ke dalam bagian bagain yang telah ditentukan. 
Biasanya ada 14 bagian, yang terkumpul dalam 3 kelompok ; yaitu 
kelompok pertama terdiri dari 5 bagian, kelompok ke dua terbagi 
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  Abdul Halim (Petani tambak penjual ikan tawes), Wawancara,  Plosobuden, 09 Oktober  2019.   
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  H. Mushlih (Pelaku Usaha/Juragan benih ikan tawes), Wawancara,  Plosobuden, 11 Oktober  
2019.    
 



































menjadi 5 bagian dan  kelompok ke tiga, terdiri dari 4 bagian. bagian 
terakhir yang dipilih pembeli dihitung, kemudian dikalikan 4, hasilnya 




Sistem ini dipraktekkan dalam jual beli ikan tawes dalam jumlah 
yang sangat banyak bukan per ekor, jadi penentuan harga bukan 
berdasarkan per ekor tapi per- Rean ( 100 Rajut,) 1 rajut berjumlah 50 
ekor) jadi 1 rean jumlahnya sebanyak 5000 ekor.
14
   
Masyarakat Plosobuden yang berada di Dusun  Buden Mayoritas  
mata pencahariannya adalah bertani tambak, yaitu pada musim 
penghujan, mereka memelihara bibit ikan, sedangkan dimusim kemarau 
bertani padi.  
Petani tambak di desa plosobuden yang berusaha budi daya bibit 
ikan tawes semuanya bertempat tinggal di Dusun  Buden, dengan jumlah 
358 orang. Karena banyaknya populasi yang diteliti, maka penulis hanya 
meneliti beberapa orang sebagai sampel penelitian, yaitu 10 orang. 
Sedangkan untuk para pengusaha /juragan sebagai pembeli, kami teliti 
semua karena jumlahnya hanya 4 orang. 
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 Asnan (Petani tambak penjual ikan tawes), Wawancara,  Plosobuden, 12 Oktober  2019.   
14






































TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BIBIT 
IKAN TAWES DENGAN SISTEM TAKARAN JEDULAN DI DESA 
PLOSOBUDEN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN 
 
A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ikan Tawes Dengan Sistem 
Takaran Jedulan Di Desa Plosobuden Kecamatan Deket  Kabupaten 
Lamongan. 
Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Plosobuden khususnya 
penduduk Dusun Buden adalah usaha budidaya bibit ikan, misalnya ; Ikan 
Tawes, Bandeng , Mujaer, dan Tombro (ikan Mas).  Diantara bibit ikan 
tersebut yang paling banyak dibudidayakan adalah bibit ikan Tawes, karena 
tidak membutuhkan lahan yang luas, benihnya murah, harga jualnya tinggi, 
masa panennya relatif pendek antar 2 hingga 3 minggu dan Pemasarannya 
cukup baik dan lancar terutama diawal awal musim penghujan. 
Proses transaksi jual beli bibit ikan Tawes ini diawali dengan pihak 
pembeli menemui orang yang memiliki bibit ikan Tawes (yang masih ada di 
tambak), dan menanyakan apakah ikannya sudah layak dipanen. Untuk 
mengetahui layak atau tidak, maka pemilik bibit ikan Tawes tersebut 
membawakan contoh ikan Tawes yang diambilkan dari tambak dan 
ditunjukkan kepada calon pembeli. Atau pembeli diajak ke tambak dan 
diperlihatkan ikan tawes yang hendak dibelinya. Setelah calon pembeli 
mengetahui, maka Pemilik ikan tawes menawarkan harga ikannya sesuai 
dengan besar kecilnya ikan tersebut  dan juga ketentuan harga umum yang 
berlaku saat itu.  
 



































Harga ikan Tawes yang ditawarkan oleh penjual tersebut bukan harga 
per-ekor, tetapi per-Rean  atau per 100 Rajut yang jumlahnya sebanyak 5.000 
ekor ikan (1 rajut sama dengan 50 ekor), dan para pembeli kebanyakan para 
Juragan/tengkulak membeli semua bibit ikan tawes yang ada ditambak hasil 
panen tersebut, yang kemudian dijual kembali. 
Setelah terjadi kesepakatan harga, maka pembeli menentukan kapan 
ikan tawes tersebut dibelinya dan pembeli mempersiapkan segala sesuatu 
untuk memanen ikan Tawes, misalnya memanggil tukang khusus memanen 
bibit ikan, Waring (sebangsa jaring mirip kelambu) untuk menggiring ikan 
tawes ke Tanjaran (tempat yang diinginkan agar mudah diambil ) dan Kimo 
sebagai alat untuk menakar yang terbuat dari cangkang kerang yang besar. 
Antara Penjual dan Pembeli sepakat menggunakan proses 
penghitungan jumlah ikan Tawes dengan cara takaran Jedulan, sebagaimana 
yang biasa berlaku di daerah tersebut. 
Proses menghitung jumlah bibit ikan dengan Takaran Jedulan ;adalah 
sebagai berikut ; 
Bibit ikan Tawes yang sudah terkumpul di Tanjaran (tempat berkumpulnya 
ikan, dibagi dengan menggunakan Kimo besar, sebagi alat takar  ke 5 (lima) 
bagian  dari tanjaran lain yang telah di sket  menjadi 5 (lima bagian) Setelah 
proses takaran pertama (ke dalam lima bagian) selesai, pembeli diberi     
kesempatan memilih satu bagian, sedangkan yang empat bagian dijadikan 
satu di Tanjaran awal.  
 



































Satu bagian yang dipilih pembeli ditakar lagi dengan menggunakan 
Kimo sedang, ke tanjaran lain yang sudah di sket menjadi 5 (lima) bagian, 
kemudian Pembeli disuruh Penjual memilih kembali satu bagian yang 
diinginkan, sedangkan yang empat bagian yang tidak terpilih diletakkan di 
tanjaran awal dijadikan satu dengan takaran awal yang lalu.  
Sebagai proses terakhir, satu bagian yang terpilih ditakar kembali 
dengan menggunakan Kimo kecil (karena jumlah ikan semakin sedikit), ke 
dalam tanjaran yang sudah disket/dibagi menjadi 4 (empat) bagian. Setelah 
selesai pembeli disuruh memilih lagi satu bagian yang diinginkan. Satu 
bagian terakhir inilah yang dihitung, hasilnya penghitungan bagian terakhir 
tersebut dikalikan 4 (empat), hasilnya  dikalikan 5 (lima) dan kemudian 
hasilnya dikalikan 5 (lima), maka diketahui berapa jumlah ikan tawes yang 
diperjualbelikan tersebut.  
Untuk memudahkan pemahaman, maka dicontohkan, hasil 
penghitungan satu bagian terakhir misalnya jumlahnya 50 Rajut, dikalikan 4 
(Empat) hasilnya 200 Rajut, dikalikan lagi dengan 5 (lima) hasilnya 1.000 
Rajut hasilnya dikalikan 5 (lima) maka hasil akhirnya berjumlah 5.000 Rajut 
atau 50 Rean.  Jika harga 1 rean disepakati Rp. 70.000,- maka uang yang 
harus dibayar pembeli kepada penjual adalah Rp. 70.000 x 50 Rean = Rp. 
3.500.000,- 
Pada umumnya keberhasilan budidaya bibit ikan Tawes ini rata rata 
70 %, misalnya petani mengisi tambaknya dengan benih ikan tawes sebanyak 
 



































100 Rean, maka mendapatkan hasil panen dengan jumlah 70 Rean. Dimana 
harga benih biasanya Rp. 15.000 – Rp. 20.000. 
Jual beli dengan cara takaran jedulan tersebut sudah menjadi 
kebiasaan yang sudah lama sekali, dan sampai sekarang masih dipraktekkan, 
karena cara ini dipandang tidak membahayakan bibit ikan tawes (tidak rusak) 
tidak membutuhkan waktu yang lama, meskipun jumlah bibit ikannya ratusan 
ribu ekor dan para pembeli diberi kebebasan memilih bagian takaran dari 
bibit ikan tawes yang dibelinya. Sehingga tidak ada penipuan antara penjual 
dan pembeli, bahkan mereka tidak mempermasalahkan jika ada kelebihan 
atau kekurangan  jumlah bibit ikan tawes yang diperjualbelikannya, karena 
mereka memaklumi dan rela.  
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Tawes 
dengan Sistem Takaran Jedulan di Desa Plosobuden Kecamatan Deket  
Kabupaten Lamongan 
Untuk mengetahui tentang tinjaun hukum Islam terhadap jual beli 
bibit ikan Tawes dengan sistem takaran jedulan di Desa Plosobuden 
Kecamatan Deket kabupaten Lamongan, yaitu dengan memperhatikan 
apakah transaksi tersebut sudah memenuhi syarat rukun dalam jual beli 
secara islami. 
1. Subyek (Pelaku Jual beli)  
 
Dalam  jual beli bibit ikan tawes ini, penjual dan pembeli adalah 
orang orang dewasa yang sudah paham dan sudah terbiasa melakukan 
transaksi. Mereka dalam proses transaksi  ikan tawes melakukan tawar 
menawar harga yang disesuaikan dengan ukuran ikan.  memilih cara 
 



































penghitungan dan menentukan waktu jual beli bibit ikan Tawes kapan 
dilaksanakan. Menunjukkan bahwa mereka adalah orang orang dewasa 
yang berakal dan sudah paham mengenai transaksi. Tidaklah mungkin 
Jika mereka tidak dewasa, tidak berakal dan bukan kehendak sendiri 
tentulah transaksi tersebut tidak akan terjadi dengan baik. Rahmat 
Syafe‟i mengatakan ;  Syarat-syarat jual beli diantaranya adalah sebagai 
berikut: Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli 
tersebut haruslah: 
a. Penjual dan pembeli keduanya berakal. Diharapkan apabila penjual 
dan pembeli mempunyai pikiran sehat dapat menimbang kesesuaian 
permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan kesamaan  
pendapat. Kalau akalnya tidak dapat digunakan secara baik 
walaupun terjadi kata sepakat, maka jual belinya tidak sah. 
b. Atas kehendak sendiri. Tidak dibenarkan apabila salah satu pihak 
memaksanya untuk melakukan tukaran hak miliknya dengan hak 
milik orang lain. Kalau pemaksaan itu dilakukan walaupun terjadi 
kata  sepakat, maka jual belinya tidak sah. 
c. Dewasa dalam arti balig. Bagi anak yang belum balig tidak boleh 
menjual beli, kecuali atas tanggungjawab walinya terhadap barang- 
barang yang bernilai kecil. Barang-barang yang bernilai kecil ini 
adalah alat keperluan sehari-hariseperti bumbu masak di warung, alat 
tulis keperluan sekolah, es atau makanan-makanan kecil lainnya.
1
 
2. Obyek  (Barang yang diperjual belikan) 
 
Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Obyek) 
 
a. Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan 
adalah sebagai berikut : Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, 
tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya  untuk  
mengadakan  barang  itu.  Namun  yang terpenting adalah pada 
saat diperlukan barang itu sudah ada, dapat dihadirkan pada 
tempat yang telah disepakati bersama. 
b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab 
itu,bangkai, khamr, dan darah tidak menjadi objek jual beli, 
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 Rahmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76-85 
 



































karena dalam pandangan syara‟ benda-benda seperti itu tidak 
bermanfaat bagi orang muslim. 
c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki 
seseorang maka tidak boleh diperjualbelikan, seperti 
memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan 
dan emas ini belum dimiliki oleh penjual. 
d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu 




Dalam jual beli dengan takaran jedulan ini, obyek yang diperjual 
belikan adalah ikan tawes dengan ukuran tertentu, yang dinginkan oleh 
pembeli dan dianggap sudah layak untuk dijual. Jadi barangnya jelas ada 
dan diketahui kedua belah pihak. 
3. Shighat (lafal ijab dan kabul) 
 
Perwujudan ijab dan qabul pada era sekarang tidak lagi 
harus diucapkan, tetapi bisa juga dilakukan dengan sikap 
mengambil barang dan kemudian membayar.   
Ijab - kabul dalam jual beli bibit ikan Tawes ini, dilakukan 
setelah  ikan selesai ditakar jedulan dan diketahui jumlahnya serta 
sesudah dilakukan pembayaran sesuai harga yang disepakati pada saat 
pembeli diperlihatkan contoh ikan dari tambak.  
Ijab kabul ini menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan 
antara penjual dan pembeli, baik mengenai ukuran ikan tawes yang 
diperjual belikan, harga dan tata cara menentukan jumlah  dengan  
takaran jedulan. Jadi dari aspek ini tidak ada unsur penipuan. Semuanya 
dilakukan dengan kesepakatan bersama. 




M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), ( Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2003),    123-124 
 



































4. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang 
Jual beli merupakan proses dimana seorang penjual menyerahkan 
barangnya kepada pembeli  setelah  mendapatkan  kesepakatan  
mengenai   barang  yang    diperjual belikan dengan nilai tukar yang 
disepakati  dan sesuai dengan ketentuan syara‟.  
Nilai tukar yang dimaksud adalah sejumlah uang yang disepakati 
sebagai ganti barang yang menjadi miliknya. 
Menurut Ibn Qudamah, dikutip oleh Ghazaly mendefinisikan 




 “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk 
pemindahan milik dan pemilikan.
3 
 
Dari pendapat tersebut menujukkan bahwa tukar menukar dalam 
jual beli menjadikan pemindahan hak milik dan kepemilikan. 
Dari beberapa bukti unsur jual beli tersebut menunjukkan bahwa 
praktek jual beli bibit ikan tawes di desa Plosobuden kecamatan deket 
kabupaten Lamongan adalah sah, karena sesuai denga rukun dan syarat 
jual beli dalam hukum Islam. 
Takaran Jedulan dalam jual beli bibit ikan tawes adalah menakar 
ikan tawes dengan alat takar khusus yang dianamakan Kimo  kedalam 
bagian bagian yang telah ditentukan, dan setiap selesai akhir takaran pada 
setiap bagian pembeli dipersilahkan memilih.  Pilihan terakhir dari 
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 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 68. 
 



































pembeli inilah dihitung kemudian dikalikan dengan beberapa bagian 
yang telah ada tersebut. 
Proses penakaran tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki 
keahlian dalam hal menakar jedulan yang telah diakui kemampuannya 
oleh penjual dan pembeli.,  
Proses penghitungan jumlah ikan tawes tersebut dilakukan 
dengan melibatkan pembeli  agar tidak terjadi unsur penipuan dan hal 
tersebut telah disepakati artinya penjual dan pembeli sepakat dengan cara 
takaran jedulan, karena lebih baik jika dibandingkan dengan dihitung 
perekor.  
Allah swt berfirman, dalam QS. An-Nisa‟ ayat 29 
ْتَػرَاضٍْ َْعْن ِِْتَارًَة َْتُكوَف َْأْف ِْإالَّ ْبِاْلَباِطِل َنُكْم ْبَػيػْ ْأَْمَواَلُكْم ْتَْأُكُلوا ْاَل ْآَمُنوا ْالَِّذيَن ْأَيػَُّها ْيَا
َْكاَفِْبُكْمَْرِحيًماْۚ  َكاَلْتَػْقتُػُلواْأَنْػُفَسُكْمْْۚ  ِمْنُكْمْ  ِإفَّْاللََّو
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah 




Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan memakan 
harta orang lain dengan batil dan memerintahkan agar dalam jual beli 
atau  perniagaan mencari cara yang disukai, atau disepakati bersama 
antara penjual dan pembeli.  
Ikan yang hendak diperjualbelikan biasanya jumlahnya ratusan 
ribu dan ukurannya kecil, maka jika dihitung perekor akan 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya, (Bandung: Syaamil, 2005) 48.
 
 



































membahayakan, ikan tawes bisa rusak , kulitnya bisa terkelupas dan akan 
memakan waktu yang lama. 
Dalam kaidah hukum fiqih, dijelaskan ; 
َْدْفُعْدَْ ـَ ُْقدِّ َْكَمْصَلَحٌة ْمفَسدٌة ْتَػَعاَرَضْت ْفَِإَذا ْاْلَمَصاِلِح، َْجْلِب ِْمْن ْأَْكََل ْاْلَمَفاِسِد ْرُء
ْاْلَمْفَسَدِةَْغالًِبا
 
” menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, 





Dari kaidah fiqih tersebut dapat diambil pengertian bahwa hal hal 
yang menimbulkan kerusakan pada ikan tawes, harus dihindari jika 
dihitung perekor Oleh karena itu dilakukanlah sistem takaran Jedulan, 
dimana tingkat kerusakan ikan tawes bisa dihindari.  
Selain tingkat kerusakan pada ikan tawes dapat dihindari, 
kelebihan dari takaran jedulan adalah Pembeli diberi kesempatan untuk 
memilih ikan tawes yang hendak dibelinya,dan orang yang menakar 
sudah dikenal oleh penjual dan pembeli tentang kemampuannya, 
sehingga dalam proses jual beli ini sangat transparan tidak ada unsur 
penipuan, proses jual beli tersebut semuanya dilakukan dengan   
disaksikan oleh penjual dan pembeli.  
Sehubungan hal tersebut Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-
Baqarah ayat 282 : 
 …ِإَذاْتَػَبايَػْعُتْمْْْْْاۚ  َكَأْشِهُدك  …
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 Abdul Mudjib, Kaidah kaidah ilmu Fikih, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 39. 
 



































Artinya:…Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli…
6 
Dengan demikian jual beli bibit ikan tawes dengan takaran ini 
adalah jual beli yang diketahui barangnya dari segi ukuran, bentuk 
maupun jumlahnya, bukan lah jual beli yang belum pasti yang tidak 
diperbolehkan dalam Islam. 
Nabi Muhammad SAW. Bersabda :  
َصاِةْ ْبَػْيِعْْالَْْْنِْْعْاْلَغَرِرْعَْيْْبػَْْنْْعَْْملسو هيلع هللا ىلصاللْْؿُْوْْسُْىْرَْهَْ:ْنػَْاؿَْقَْْوُْْنْعَْْاللُْْيَْضِْةْرَْرَْيػُْْْىرَِْبَْاْْنْْعَْ
 (اهْْمََْْنُْْبِْاْْاهَُْكْرَْ
 
Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 




Dalam kenyataannya memang menggunakan media takaran 
sangatlah sulit untuk memenuhi tingkat benar benar adil dan jujur, lebih 
lebih pada jual beli barang yang memang sulit untuk menyesuaikan 
keadilan dalam takaran, padahal pihak yang menakar sudah berusaha 
untuk adil dan jujur. Dalam kasus seperti ini Allah SWT.  
memerintahkan supaya umat manusia melakukan jual beli dengan 
takaran dan timbangan yang adil  sekedar kesanggupannya.  
Walaupun Takaran jedulan dilakukan oleh orang yang ahli dan  
melibatkan pembeli dalam menentukan jumlah hitungan, namun tetap 
sulit sekali menentukan jumlah ikan secara pasti. Karena harus 
dilakukan secara cepat, aman dan yang ditakar adalah benda hidup yang 
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  Ibid , 83 
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 Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah Jilid 2, (Darul 
Fikri, 207-275 H),739 
 



































bisa bergerak serta tidak bisa dipaksakan kepadatannya secara sama 
dalam setiap takaran.  
Dalam hal ini Allah SWT. Berfirman  dalam QS : Al An‟am : 52 
ْاْلَكْيَلَْكاْلِميزَاَفْبِاْلِقْسِطْ ُْكْسَعَهاْْۚ  َكأَْكُفوا َْكَلْوْْْۚ  اَلْنَُكلُِّفْنَػْفًساِْإالَّ ْقُػْلُتْمْفَاْعِدُلوا َكِإَذا
ْ لِْْۚ  َكبَِعْهِدْاللَِّوْأَْكُفواْْۚ  َكاَفَْذاْقُػْرََبَٰ  ُكْمَْكصَّاُكْمِْبِوَْلَعلَُّكْمَْتذَكَُّركفَْذََٰ
Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami 
tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar 
kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku 
adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang 
demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. ” 
8 
 
Dalam kenyataannya memang menggunakan media takaran 
sangatlah sulit untuk memenuhi tingkat benar benar adil dan jujur, lebih 
lebih pada jual beli barang yang memang sulit untuk menyesuaikan 
keadilan dalam takaran, padahal pihak yang menakar sudah berusaha 
untuk adil dan jujur. Dalam kasus seperti ini Allah SWT.  
memerintahkan supaya umat manusia melakukan jual beli dengan 
takaran dan timbangan yang adil  sekedar kesanggupannya. Maka dari 
itu antara penjual dan pembeli sama rela dan tidak mempersoalkan jika 
ada kelebihan atau kekurangan hitungan. 
Dari beberapa uraian diatas dapat dijelaskan bahwa sistem 
takaran Jedulan dalam jual beli bibit ikan Tawes di desa Plosobuden 
kecamatan deket kabupaten Lamongan, adalah sah, menurut Al,qur‟an, 
hadits dan pendapat para ulama  
                                                          
8
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya,(Bandung: Syaamil, 2005),149 
 






































Berdasarkan permasalahan dan pembahasan diatas, dapat penulis 
simpulkan bahwa : 
1. Praktik jual beli bibit ikan tawes dengan sistem takaran jedulan di Desa 
Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, melibatkan penjual 
dan Pembeli yang sudah dewasa, terbiasa serta memahami jual beli bibit 
ikan tawes. baik dari segi harga, ukuran ikan maupun system 
penghitungannya. Mereka terlibat langsung dalam proses jual beli bibit 
ikan tawes dengan sistem takaran jedulan. dimana penjual sebagai 
penakar selalu memberikan hak kepada pembeli untuk memilih salah satu 
takaran sebagai sampel yang nantinya dijadikan pedoman untuk 
menghitung jumlah bibit ikan tawes yang ada, semuanya dilakukan 
dengan transparan.  
 
2. Jual beli bibit ikan tawes dengan sistem takaran jedulan di Desa 
Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan,  sudah memenuhi 
syarat rukun jual beli dalam Islam, baik dilihat dari subyek, yang terlibat, 
obyek, ijab kabul maupun pembayarannya. Begitu juga dengan sistem 
takaran Jedulan yang digunakan, tidak bertentangan dengan hukum 
Islam, baik menurut Al Qur‟an, hadits dan pendapat ulama‟. Karena, 
 



































Pertama, penggunaan sistem takaran jedulan telah disepakati oleh 
penjual dan pembeli  (suka sama suka) untuk digunakan menghitung 
jumlah bibit ikan tawes.  Kedua, untuk menghindari kerusakan bibit ikan 
tawes yang ukurannya sangat kecil dan jumlahnya sangat besar. Ketiga, 
dilakukan dengan jujur dan transparan tidak ada unsur penipuan, karena 
penjual dan pembeli terlibat secara langsung dalam sistem takaran 
jedulan. Keempat, penjual dan pembeli ikhlas dan rela jika terjadi 
kekurangan atau kelebihan jumlah bibit ikan tawes yang dihitungnya, 




1. Bagi para penjual dan pembeli bibit ikan Tawes, tidak perlu khawatir 
tentang kepastian hukum jual beli dengan sistem takaran Jedulan, jika 
dilihat kenyataan prakteknya tidak bertentangan dengan hukum Islam.  
2. Semua pihak yang terlibat dalam proses jual beli bibit ikan tawes dengan 
takaran jedulan,  agar tetap berpegang teguh pada aturan jual beli yang 
berlaku dalam hukum Islam. 
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